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ABSTRAK

Topik skripsi : Perkawinan Antar Penganut Agama Yang
Berbeda Serta Akibatnya Terhadap Anak Menurut Hukur Islam.

Masalah vyang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan
perkawinan antar penganut agama vang berbeda di Kotamadwya
Uiung FPandang, apakah perkawinarm antar penganut agama wang
berbeda itu bila dilaksanakan di Kantor Catatan Eiﬁil
dapat dianggap sah 7 dan bagaimana status amak yvang lahir
dari perkawinan tersebut 7.

Lokasl penelitian di Kotamadya Ujung Pandang, data
penelitian vyaitu Data Primer dan Data Sekunder, kedua
jenis data ini diperaleh masing-masing melalui wawancaras
bebas dengan responden dalam hal ini pEjabat Pengadilan
Megeri Ujung Pandang, pejabat Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Ujung Pandang, dan observasi terbatas dilakukan
pada beberapa pasangan suami-istri wang narqnda agama
serta telaah kepustakaan terhadap data sekunder. Data Warg
diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan analisis
kuantitatif dan kualitatif. '

Hasil dari penelitian yvang sekaligus menjadi kesimpulan
dalam penulisan skripsi antara lain bahwa meskipun pasal 2
ayat 1 Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1974 menegaskan
mengenal sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pelaksanaan
perkawinan amntar penganut agama yang berbeda di Kotamadya
Uijung PFandang sedikit mengalami perubahan bila dibanding

tabun-tahun dulu. Ferkawinan antar penganut agama yang

ixn



berbeda vang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tetap
tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang MNomaor 1
Tahun 1974, Dengs alasan bila masing-masing agama dan
kepercayaannya melar ang perkawinan tersebut, maka
pErkawinan itu tidak sah tetapi dengan adanya putusan
Mahkamah Agung Nomor 1400.K/P/198& dan Surat Menteri
Dalam Megeri Momor 47T I23S/PUDDS 1990 wang telah
mengabulkan dan membolehkan pelaksanaan perkawinan antar
penganut agama yang berbeda. Dengan demikian kebijaksanaan
Kantor Catatan Sipil dalam melangsungkan perkawinan antar
penganulk agama yang berbeda adalah sah.

Adapun anak vyang lahir dari perkawinan vyang berbeda
agama bila ditinjau dari hukum Islam adalah tidak eah
webab perkawinan antar penganut agama wvang berbeda itu
merupakan perkawinan yvang dilarang dan karenanva berstatus

tidak sah menuruat hukum Islam.
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BRAB I

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Seiring dengan kemajuan zaman yang ditunjang oleh
fasilitas transportasi dam komunikasi Yang semakin canggih
maka interaksi antar manusia pun semakin lancar pq!a.
Manusia pada bhakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk
Ywang senantiasa membutuhnk an kehadiran orang lain
disampilRngnyva. Ini menunjukkan bahwa kodrat manusia lebih

bersitat interdependensi, saling bergantung antara satu

diengan vang lainnya. Salah satu wujud dari saling
ketergantungan itu diantaranya adalah kKebutuhan akan
huburngan antara laki-laki dengan pErempuan sebagai

pemgnuban kebutuhan rohaniah dan jasmaniah, hidup bersama
s2la sekata lewat pintu perkawinan.

Pelaksanaan perkawihan antara seorang « laki-laki
dengan segrang perempuan tidaklah selamanya berjalan mulus
meskipun semua orang mencita-citakan rumah tangga vang
bahagia dan sejahtera sebab tidak jarang ditemukan sebuah
rumah tangga terpaksa harus kandas ditengah jalan karena
perceraian. Hal ini terjadi tidak saja masalah individu
vang muncul, tetapi juga perkawinan merupakan masalah
sosial Yang langsung bersentuban dengan kehidupan
namnSyarakathn. Terlebih lagi jika perkawinan berlangsung
atas individu wang berlainan agama, maka tidak jarang

menimbulkan masalah seperti tempat dan cara untiak



melaksanakan perkawinan, status hukum anak yang lahir dari
perkawinan antar agama sah atau tidak, begitu pula tentang
kedudukan anak terhadap harta warisan.

Masalah perkawinan antar penganut agama yang berbeda
tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang MNomor 1L
Tahun 1974. Yang diatur hanya mengenai perkawinan campuran
Yang sangat berbeda pengertiannva dengan pquaw;nan
Campuran vang diatur dalam Regeling Op De Gemende
Huwel ijken atau yang disingkat dengan GHR, Stbh 1899 Momor
1%8. Hal 1ini vyang mendorong penulis untuk mengangkat
masalah ini; karena jika terjadi perkawinan antar pwnganut
agama Yann berbeda bagaimana keabsahan dari perkawinan
tersebut baik menurut Undang-Undang MNomoar 1 Tahun 1974
mavpun menpurut Hukwum Islam.

Membicarakan perkawinan antar penganut agama vyang
berbeda mau tidak mau terlebih dabulu akan membicarakarn
Pukum perkawinan pada uﬂﬁmn?u, karena perkawinan antar
penganut agama yvang berbeda merupakan salah satu BErntuk
dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan
SeOrang pErempuaan yang disebut perkawinan. Sebena-nyva
perkawinan antar penganut agama vang berbeda ini tidak
harmya terjadi antara calon mempelai Islam dengan non Izlam
tetapi Juga terjadi antara penganut Kristen dengan agama
Hindu dan agama Budha. Akan tetapi penulis tidaklah
mEmDEFEDH]kHH secara meluas tentang hal itu, karena
penulis hanya akan melinhat dari segi Hukum Islamnya saja.

Bila dilihat dari Kacamata Hukum Islam, maka sesungguhnya



perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini
menimbulkan akibat-akibat antara lain terhadap penentuan
status anak dan harta benda vang dimiliki bersama.
Lemikianlah beberapa pertimbangan yang melatar belakangi
sehingga penulis memilih judul Perkawinan Antar Fenganut

Fgama Yang FHerbeda Dan Akibatnya Terhadap »Anak Menurot

Hukpum Islam.

B. Rumusan Masalah.
Dalam penulisan skripsi ini dianggap perlu cotuk
memberikan rumusan, agar setiap masalah tidak bertele—-tele
sebagaimana vyang tergambar pada judul diatas, maka Jjelas
penul is dapat memberikan rumusan sebagai berikut 3
1. Hagaimanma pelaksanaan perkawinan antar penganut agama
vang berbeda di Kotamadva Ujung Pandang 7

2. Apakah perkawinan antar penganut agama vang berbeda
yvang dilaksanakan di’ Kantor Catatan Sipil dapat
dianggap sabh menurut Hukum lslam dan menurut Undang-
Undang MNomor 1 Tahun 1974 7

J. Bagaimana status anak wang lahir akibat dari pEFéawinan

antar penganut agama yang berbeda menurut Hukum Islam 2

C. Tujuan dan Kegunaan FPenelitian. »

a. Tujuan Penelitian Yaitu :

1. Untuk memperoleh data atau informasi vang relevan
mengenai pelaksanaan perkawinan antar penganut agama
yang berbeda wyang dilaksanakanm di Eotamadya Ujung

Pandarng .



Untuk memperoleh data sebagai bahan analisis terhadap
kasus mengenai keabsahan perkawinan antar penganut
agama Yang berbeda wang dilaksanakan oleh Kantor
Catatan Sipil.

Untuk mengetahui kejelasan terhadap status anak vyang
lahir dari perkawinan antar penganut agama yvang berbeda
menurut Hukum Islam.

Kegunaan Penelitian vaitu :

Dari hasil penelitian ini dibarapkan dapat menjadi
bahan masukan bagi Kantaor Catatan Sipil dalam hal
melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang
berbeda.

Sebagai bahan masukan “epada pihak vang terkait dalam
mengantisipasi perkawinan antar penganut agama yang
berbeda dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang
khusus mangatur perkawinan antar pEenganut a0 amna
berbeda. ] .

Hagil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi teoritis tentang perkawinan antar penganut

agama vwang berbeda dan permasalahnhannya.



BAB II

TINJAUAN FPUSTAKA

A. Perkawinan Menuru® Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974.

Dalam hidup ini sudah menjadi keodrat bahwa tiap-tiap
makhluk hidup yang berlainam jenis kelamin mempunyai daya
tarik menarik satu dengan vang lainnva. Bermulsa dari daya
tarik menarik inilah lalu timbul keinginam untuk hidup
bersama secara sah. Hidup bersama secara sabh adalah hidup
bergsama sebagai suami isteri wvang bisa diakui olehn
masyarakat, sebab banvak orang vang melakukan hidup
bersama sekarang ini dengan tanpa adanya ikatan perkawinan
vang megniru pola hidup masvarakat di negara=negara barat,
vaitu pola kehidupan bebasa. Ini merupakan cara hidup vyang
tidak terpuji pada masvarakat kita di Indonesia. Hidup
bersama sebagaili suami isteri tidak hanva harus mendapat
pengakuan dari masvarakat, tetapi juga pengakuan menurut
agama karena perkawinan bukan hanya urusan duniawi tetapi
Juga untuk uvurusan akhirat.

Pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 telah diund;ngkan
suatu Undang-Undang wyang sangat menentukan kehidupan
antara dua insan wang berlainan jenis kelamin wvaitu
Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang—-Undang ini baru diberlakukan secara efektif pada
tanggal 1 ‘Oktober 1975. Sebagaimana disehbut dalam
penjelasan umumnya bahwa Undang-Undang ini mErupakan

Masional ,

Undang—-Undang FPerkawinan jadi berlaku wuntuk




semua  warga negara di seluruh wilavah Indonesia.

Sebagai Undang-Undang Perkawinan Masional, Undang-Undang
imi berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan
memberikan landasan hukum perkawinan vang selama ini
menjadi pegangan dan telakh berlaku bagi berbagai golongan

dalam masvarakat kita.

Fenyvempurnaan terhadap Undang-Undang Ferkawinan
Masional masih perlu dilakukan dan hal ini adalah
me@rupakan tugas bersama ahli-ahli hukum, badan—badan

peradilan, badan-badan legislatif di pusat dan badan—badan
administratif di bari-hari yang akan datang sehubungan
dengan timbulnya persoalan-persoalan yang konkrit vyang
mungkin timbul dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan

terssebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1974,

berbunyi :

" Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara se-
orang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah
Tanmgga) wyang bahagia dan kekal berdasarkan Ke—
tuhanan Yang Maha Esa “.

Dari rumusan tersebut diatas dapat dilihat adanya 2

(dua} pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan perkawinan.

a. PFengertian dan Tujuan Perkawinan.
=  Pengertian Perkawinan.
Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang

wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut

Perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian wyang lebih




mendalam tentang perkawinan tersebut, maka penulis
kemukakan beberapa definisi/pengertian perkawinan, baik
menurut Undang-Undang Perkawinan maupun menurut para ahli.

Fengertian perkawinan dapat diambil dari rumusan
pasal 1 Undang-Undang Momor 1 Tabun 1974, yaitu pada anak
kalimat pertama dari rumusan tersebut. Dalam hubungan ini
R. Bardjono (Asmin, 19846 : 1¥), mengatakan bahwa :

" Tkatan lahir berarti bahwa para pihak vang
bersangkutan karens perkawinan itu secara formil
merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam
hubungannya dengan masyarakat luas, FPengertian
ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam
bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung
niat vang sunggub-sunggubh untuk hidup bersama
sebagai suaml isteri dengan tujuan membentuk dan
membina keluarga bahagia dan kekal ".

Jidalam pengertian perkawinan itu fuga menurut R.
Sardjono, dapat dilihbat adanya unaur ikatan antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal ini
menunjukkan bahwa Undang-Undang FPerkawinan pada prinsipnya
menganut asas monogami, karena pologami hanya dimungkinkan
sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan
Ltupun dibatasi agleh syarat—-syarat wyang ketat,l yaiktu
dengan izin pengadilan yvang hanya diperolen dalam hal
isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
isteri mendapat cacat badan atau penyakit wang tidak dapat
disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturuman.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut para ahli

yvang diuvuraikan oleh Rusli dan R. Tama (1984 : 10}, antara

lain




il. Wirjono Prodijodikoro.

Ferkawinan adalah hidup bersama dari seocrang laki-
laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu .

Z. R: Subekti.

Ferkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang

laki=laki dan seorang perempuan untuk waktu Wareg
lama

3. Paul Scholten.

Ferkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang
vang berlainan kelamin, vang diakui oleh negara ".

Dari definisi/Spengertian agfatas dapat disimpulkan
bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak
telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi
dengan memenuhi hak dan kewajiban vang telah ditetapkan
oleh negara untuk mencapai keluarga bahagia.

Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila
salah satu pihak meninggal dunia. Perceraian hanya
dianggap sebagai suatu pengecuaslian, Wang hanva
diperkenankan apabila telah memenuhi Eyarat-:;arat Warg
ketat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur pokok dari suatu
perjanjian adalah adanya kehendak bebas dari masing-masing
pihak untuk menentukan isi perjanjian, sedangkan dalam
perkawinan para pihak vyang bersangkutan haruE tunduk
kepada ketentuan wyang telah ditetapkan dalam ek e
positif. Mengenai hal ini Wirjono Prodjodikoro (Rusli dan
R.Tama, 1984 : 11), mengatakan 3

" Kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu




perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka
dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan
EBOrang perempuUan . ..c.sssssss2 "o
Sedangkan Paul Scholten menamakan perkawinan sebagai
suatu lembaga (instelling), karena pada perkawinan kita

melihat pada keadaan yang timbul sebagai akibat perbuatan

tersebut.,

= Tujuan Perkawinan.

Mengenail tujuan perkawinan menuruat Undang-Undang
Momor 1 Tahun 1974, masih berpegang pada rumusan pasal 1
Undang=Undang tersebut, vaitu pada anak kalimat kedua vang
berbunyi
..... dengan tujusn membentuk keluarga [ rumah
tangga ) wang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Mahassa ".

Rumusan tersebut meEngandung harapan bBahwa dengan
melaksanakan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan
baik material maupun Epri;yal.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Unﬂang-Unﬂang
perkawinan adalah sangat ideal, karena perkawinan tidak
harnya dilihat dari segi lahiriahnva saja, tetapi juga
pertalian bathin antara suami isteri Jidalam membina suatu
keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan tidak hanya cukup dengan adanva ikatan lahir

=~
atau bathin saja tetapi harus ada kedua-duanya vyang
merupakan pondasi yang kuat dan kokoh dalam membentuk

keluarga yang kekal, bahagia dan sejatera. Perkawinan vang

tidak bertujuan mengadaken hidup bersama untuk membentuk




keluarga akan herakibat perkawinan tersebut dapat
dibatalkan. Jadi perkawinan yang hanva diatas kertas saja
atau perkawinan semu tidak diperbolehkan lagi setelah
berlakunya Undang-Undang ini. FPerkawinan di dalam MNegara
Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dimana sila
pertamanya adalah Ketuhanan Yang Mahaesa. Juga mempunyvai
hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga
perkawinan bukan sajs mempunyai unsur Sasmani tetapi unsur
batiniah. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara
Undang-Undang perkawinan vyang berlaku sekarang dengan
Undang-Undang wang berlaku sebelumnyva, dimana perkawinan
hanya dipandang dari sudut perdata saja seedangkan agama
srkedar memberkahinya asal sudah memenuhi ketentuan atau
syarat wvang telah ditetapkan olsh Undang-Undang perkawinan

sudah dianggap sah.

b. Syarat Sahnya Perkawinan. :

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk hidup
sebagal suami isteri vang sah sebelumnya harus memenubi
syarat-syarat yang telah ditetapkan aleh Undang;Undang
Nomer 1 Tahun 1974 vang terdapat dalam pasal & sampai
dengan pasal 12 wyaitu bahwa perkawinan harus berdasarkan
persetujiuan kedua belah pihak, dalam arti perastujiuan
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian
kawin pakaa' tidak diperbolehkan lagi (Pasal & Sahnva

suatu perkawinan Jika ditinjau dari sudut keperdataan

apabila perkawinan tersebut sudah didafttarkanm atau dicatat




pada Kantor Catatan Sipil atau pencatatan nikah. Selama
perkawinan belum dicatat atau didaftarkan maka perkawinan
tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, walaupun telah
memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama.

Apabila syarat-wyarat perkawinan telah dipenuhi, maka
ocleh calon mempelai ateu wali dari calon mempelai atau
orang ftuanya memberitahukan maksudnya kepada pEgawal
pencatat nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari ;ahélum
hari perlangsungan perkawinan. Pegawal pencatat harus
meneliti apakah syvarat telah dipenuhi atauw tidak. Jika
ternyata ada vang tidak dipenubhi maka pegawai peEncatat
harus menolak untuk melangsungkan perkawinan. Bila kita
renungkan sebenarnya perkawinan dapat saja dilakukan tidak
ERCara resmi vaitu tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama
atau Kantor Catatan Sipil tetap perkawinan itu sah dimata
Tuhan, akan tetapi demi kespmpurnaan admifnistrasi
kepastian hukum, maka perkawinan tersebut perlu dicatat.
Eebagai warga negara vang baik hendaknyva kita mengikuti
aturan hukum vang berlaku, maka kita menghindarkan diri
dari kesulitan yang mungkin timbul.

B. Perkawinan Menurut ﬁg;ma Islam.

Allah EWT menjadikan makhluknya berpasang-pasangan
menjadi manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan
jantan dan  betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan, d an
sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup

berpasang-pasangan sebagai suami isteri wuntuk membangun
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rumah tangga yang bahagia damai dan teratur. Agama Islam
telah menetapkan bahwa untuk m@mbangun rumah tangga harus
terlebih dahulu dengan perkawinan dan agad nikah yang sah
Serta disaksikan oleh dua orang saksi dan juga dianjurkan
Bupaya diumumkan kepada tetangga, keluarga, kenalan dengan

mengadakan walimah. Secara normal dan alami setiap manusia

harus kawin dan mengembangkan keturunannya. Hal ini
berlaku baik bagi manusia biasa, pemimpin maupun para
nabi . Islam memberikan karakteristik tersendiri terhadap

Lembaga perkawinan bahwa perkawinan bukan semata-mata
untuk mempercleh kepuasaan perasaan dan seks, tetapi lebih
dari itu is juga merupakan ibadah. Sunnah Rasulullah
Muhammad SAM menvebutkan jika sEs2orang yvang kawin berarti
telabh menvempurnakan sebagian dari agamanya, tinggal ia
menyempurnakan yang sebagian lagi yvaitu tagwa. Agama Islam
meEngan jurkan sSupaya orang yang sudah sanggup dan mampu
secara lahir dan bathin wuntuk kawin. Anjuran , itu dapat
kita lihat dalam Surah An-Nur avat 32 yang artinva webagai

berikut :

" Dan kawinkanlah orang—orang yvang sendirian diantara
kamu, dan orang-ocrang yang lavak (berkawin) dari
hamba—hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia=
Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui®.

"

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' Avat 3 yvang artinvya

sebagali berikut

" Dan jika kamu takut tidak skan dapat berlaku adil
terhadap (hak—=hak ]} perempuan vatim (bilamana kamu
mengawininyal,; maka kawinilah wanita-wanita (lain}
vang kamu senangil : dua; tige atau empat. Kenudian
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Jika hkamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
{kawinilah} seorang saja, atau budak-budak vyang

kamu milik. Yang demikianm itu adalah wang lebih
dekat kepada tidak berbuat aniava".

Dizamping Avat-Avat Al-Bur’an banvak pula sabda Mabi
Muhammad SAW tentang perkawinan antara lain Hadist wvang
diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dari Abdullah Bin ™Mas'ud

vang dikutip oleh Abdullah Siddik (Ibid 3 Halaman 2&)

bahwa :

Hai pemuda-pemuda barang siapa yang mampu diantara
kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia
kawin karena sesungguhnya perkawinan itu akan
memefankan matanya terhadap oramg yang tidak halal
dilihatnya. Dan barang siapa yang tidak sanggup
- berkawin hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu
mengurangkan keinginan svahwat ".
Selanjutnya Hadist wvang diriwavatkam oleh H.R.
Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik r.a. yang dikutip
oleh Mohammad Rifa'i (1978 : 453) wang artinya sebagai

berikut :

Akan tetapi Aku shalat, Aku tidur, Aku berpuasa,
Rku makan dan mengawini perempuan, barang siapa

b yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah
dia dari golonganku".

Dari Ayat-Ayvat Al=0Our’'an dan Hadist Mabi tersebut
dapatlah kita melihat bahwa Allah dan Rasul —Mya
menganjurkan perkawinan bagi mereka yvang telah mampu.

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.
= Pengertian Perkawinan.

FPerkawinan dalam bahasa Arab adalah Nikah wang

mempunyvai arti yvang luas, akan tetapi dalam Hukum Islam

mempunyai arti tertentu.



Mikah adalabh suatu perjanjian untuk mensahkan
hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita
untuk melanjutkan keturunan.

Mikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-
ketentuan wyaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad)
antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar
kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, wvyang dilakukan
oleh wali pihak wanitae menurut ketentuan—ketentuan wang
sudah diatur aoleh agama.

Banvak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan
tentang arti perkawinan diantaranya yvang diuraikan oleh

Mabmud Yunus 19846 @ 1) babhwa perkawinan adalah :

Agad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat
Jenitanya menurut yang diatur oleh syariat sedangkan
yant dimaksud dengan agad ialah fjab dari pihak
calon suami atau wakilnya".

Sedangkan menurut R. Soetojo Prawlrohamidiojo (L9949 @

27) bahwa Perkawinan adalah

" Melaksanakan ikatan persekutuan (agad) antara pria
dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan
| kedua belah pihak wang dilakukan oleh wali pihak
wanita menurut kKetentuan yvang telah diatur oleh
agama . " '

Bari kedua definisi diatas dapatlah ditarik
kesimpulan babwa :

1. Perkawinan dalam Islam hanya ada jika telah ada ijab
dari wali pihak wanita atau wang mewakilinya dan gabul
dari pihak laki-laki atau wvang mewakilinva.

2. Pelaksanaan perkawinan harus menurdab tata cara dan

ketentuan yang telah diatur oleh syvariat [agama).




Disamping itu perkawinan vyang disyvari‘atkan oleh

Sgama Ilslam mempunyai beberapa segi, seperti wang
diuraikan oleh Rusli dam R. Tama {1984 : 20=-22); antara
laim 3

1. Segi Ibadah.
Ferkawinan menurut agama Islam mempunyal unsur-unsur
ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan
sebagian ibadahnya dan berarti pula telah
mEnyeEmpUurnakan sebagian agamanvya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW (H.R Thabranmi dam @Al

Hakim), waitu :

" Barang siapa yvang telah dianugrahi B8llah isteri vang
saleh, ma&ka sesunggubnya ia telah mengusahakan
.ebahagian agamanya. Maka bertagwalah kepada 8llah
pada bahagian wang lain ".

2. Segi Hukum.
Ferkawinan yvang disvari' ' atkan agama Islam dilihat dari

segil hukum adalah merupakan suatu perjanjian vang hkuat,

sebagaimana Firman Allah SWT (0.5 An-Nisa:Z1), wvaitu :

Bagaimana kamu akan mengambil harta vamg telah kamu
berikan kepada bekas isterimu, padahal sebahagian
kamu telah bercampur (bergaul} dengan wang lain
sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri=isteriltelah
mengambil dari kKamu janji wvang kuat *.

Sebagai pErfaniian, perkawinan mempunyai beberapa
srfat, vaitu : "
= Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan

dari pihak-pihak yvang berkepentingan dengan perkawiman

itu.




= Akibat pelaksanaan perkawinan, masimg=masing pihak wyang
berkepentingan dEﬂg#ﬂ perkawinan itu terikat oleh hak
dan kewajiban dan ditentukan persyaratan berpoligami
bagi suami=suami yvang hendak melakukannya.

- Ketentuan~ketentuan dalam persetujuan itu.dapat diubah
atau ditambah sesuai dengan persetujuan masing-masing
pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari
perundang=undangan dan agama.

3. Segi Sosial.

Palam masyarakat setiap bangsa, ditemui suaty penilaian
yarg  Wmum, ialah bahwa orang wang berkeluarga atau
pernah  berkeluarga mempunyai kedudukan vang lebih
dihargai daripadﬁ mereks rsang tidak kawin,

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial wyang lebih
tinggi kepada wanita [(isteri) setelah dilakukan
pErkawinan adalahk dengan adanya persyvaratan bagi
sgorang Suami untuk kawin laai .dengan wanita lain.
Tidak boleh seprang suami mempunyai isteri lebih dari
empat karena adanyva ketentuan bhak dan kewajiban suami
isteri dalam rumah tangoa. -

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian
sarjama Hukum Islam adalah mubah atau kebolehan. Tetapi
berdasarkan kepada perubahan "illabnya, hukum melakukan
perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajiib, makruh
dan i e & . éEdEﬂqhiﬁ sgbaglian sarjana Islam lainnya ada
vang menyebutkan sunnah dan bahkan ada vyang mengatakan

wajlb hukumnysa .
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= Tujuan Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengikuti
perintah-Nya dan anjuran Rasul-Nya, mendirikan keluarga
Sakinah dan Mawadah.

Disamping 4itu pula perkawinan vyang disvari atkan
dalam Islam mempunyal tujuan—-tujuan tertentu. Diantara
tujuan-tujuan itu seperti vang diuraikan oleh Rusli dan R.
Tama (1¥8& : 22-23), ialah :

l. Melanjutkan keturuman yang merupakan sumbangan hidup
dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari
keluarga-keluarga itu dibentuk umat sceperti umat Mabi
Muh@mmad, valtu umat Islam.

Sebagaimana Firman Allah SWT (G.5 An-Mahl:72) artinva :

-

Ban Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh=jodoh
dan menciptakan dari jiodobhmua itu anak=-amak dan cucu
dan memberimu rezeki yang baru “.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan=perbuatan Yang
dilarang Allah mengerjakannya, sesual derngan Hadist
Riwavat Buchari dan Muslim :

" Dari Abdullah bin Mas'ud ia be.kata @ Hai =sekalian
pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu

kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesunggublnya
kawin i1tu menghalangil pandangan (kepada yang dilarang
clek agama) darn memelihara kehormatan. Danm barang
siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka
sesungfuhnya puasa ditu adalabh merupakan perisail
baginya " .

3. Untuk monimbulkan rasa cinta kasin antara suami dan
isteri, menimbul kan rasa kasih savang antara orang tua

dengan anak—anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara
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BESama  anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang

dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masvarakat

atau umat, sehingga terbentuklab umat vang diliputi
oleh cinta dan kasih BaYang.

Sebagaimana Firman Allah SWT (8.5 Ar-Ruum  : Z1)

" Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan)] a&llah
bahwa la menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh
agar kamu :gndwrung kepadanya dan menjadikan antara
kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada
¥ang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan
kekuasaan) Allah bagi kamu yang berfikir “.

Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela

oFrang=arang Yang berjanii akan berpuasa setiap hari,

akarn bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan

Fawin—kawmin.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (H.R Buchari dan

Muglim), wang artinya :

-------- maka barangsiapa vang benci kepada sunnahkiu
bukanlah ia termasuk (umat)l kwa ",

Untuk membersihkan keturunan. Keturunanm wang bersih
vang Jjelas ayvah, kakek dan sebagainya hanyva diperocleh

dengan perkawinan. Dengan demikian akan Jjelas pula

orang-orang vang bertanggungjiawab terhadap anak-anak

wang akan meemel ihara dan mendidiknya sehingga
menjadilah idia searang muslim yang dicita-citakan.
Karena itu JIslam tidak mengharapkan ziﬁl. tidak
mensvari atkan poliandri (seorang wanita mempunyai

suami lebih dari satu), menutup segala pintu wvyang

mungkin melahirkan anak—anak diluar perkawinan yang

tidak jelas.
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Disamping itu pula Mubammad Yunus (1985 1 7)
mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan
¥ang sah dalam masvaranat dengan mendirikan rumah
téangga wvang damai dan teratur."”

Uengan demikian sudah menjadi kedrat bahwa manusia
gwlalu mempunyai keinginan untuk mempercleh keturunan wang
akan menjadi generasi penerus cita-cita untuk mEncari
keridhaan Allah SWT. Karena dalam kehidupan berkeluarga
maka pasangan ¥Yang tanpa anak akanm merasa sepi dan hampa .
Tak jarang terjadi bahwa anak dalam kehnidupan keluarga
SEring kali wmenjadi tali pengikat vang kokoh bagi

perkawinan kedua orangtuanya.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan.

Perkawinan dinggap sah baik oleh hukum Islam, BW
maupun  Undang—-Undang Nomor 1 Tabhwn 1974, Jjika memenuhi
syarat wang telah ditenfuhan lebih dabulu oleh masing=
masing badan hukum itu sendiri.

Didalam agama Islam perkawinan adalah suatu }emhaga
bukum vyang Bsuci, karena menyangkut kehidupan manusia dan
keturunannya. Untuk sahnya swatu perbuatan hukum menurut
hukum agama Islam harus memenuhi 2 (dua) wnsur, wvaitu
unsur rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pnkLk {tiang)
spdangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap

perbuatan hukum. Maka perkawinan sebagai perbuatan hukum

tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syvarat

tertentu.



——

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada 3

[tiga) macam Byarat, yaitu @
1. dipenubinya semua rukun nikah.
2. dipenuhinya syarat-syarat nikah

3. tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana vyang

ditentukan oleh svari at.

= Rukun Mikah.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi
pada wak i melangsungkan peErkawinarn. Jadi dapat
digolongkan kepada syvarat materil, yvaitu adamnva calon
megmpelai laki-laki dan perempuan, harus ada wali bagi
calon mempelai perempuarn, harus disaksikan oleh dua orang
Saksl dan akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai
perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki—-laki
atau wakilnya.

Fieak Lir nikah MEFUEEEEH bagian daripads hakekat
perkawinan, artinva bila salah satu dari rukun Rikabh tidak
dipenuhi, maka tidak akan terjadi sualtu perkawinan.
Demikian pula Jjika tidak ada calon mempelai wang akan
melangsungkan perkawinan, maka tidak ada suatu perkawinan,
Calan mempelai masing-maging harus bebas dalam menvatakan
persetujuannya, hal ini menuntut konsskuensi b;nwa kedua
calon mempelai haruslab sudah mampu untuk memberikan
persetujuan Lntuk mangikatkan diri dalam suatu perkawinan,
dan ini hanva dapat dilakukan oleh orang vang sudah mampu

berfikir mandiri, dewasa dam bebas dari tekanan pikak




lain diluar dirinya yang menurut istilah hukum Islam
berarti sudah ‘agil baligh® dalam arti sudah mampu

menentukan wusias 146 tahun untuk wanita dan 19 tabhun untuk

pria,

Dengan dasar ini sebenarnya lslam menganut asas
kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan
pernikahan. Perkawinan anak-anak hanyalah dimungkinkan
dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi‘i dan Maliki (Remin, 1984 :
30) adalah merupakan soal penting. Menurut ajarannya tidak
ada nikah tanpa wali. Sedangkan pandangan Hanafi dan
Hambali mengatakan bahwa walaupun nikah itu tidak pakai
wali, nikahnya tetap sah. Pandangan ini sesuai pula dengan
paham yang dianut ocleh Sarjana Indonesia wvaitu .Hazairin
dan Bayuti Thalib.

Bawyuti Thalib {ﬂémin,l?ﬂb:ﬁﬂl me—ittiba’ dan
mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dam. Hazairin, dengan

mefngatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi

‘perempuan  yang sudah dewasa tidek menjadi syarat sahnya

pengikat diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita
itu memakal wali dalam melakckan ijab kabul.

Sebagian besar wlama mengatakan, bahwa sakai adalah
rukun nikah dan agad nikah yang tidak dihadiri oleh dua
arang 5¢u51; adalah tidak sah. Dasarnya adalah hadist Nabi
vang diriwayatkan oleh Abu Musa RA (Figih Islam halaman 1

&4 ) mengatakan : Tidak adastidak sah nikah, melainkan




;)

n&vqgn wali dan dua orang saksi yang adil ". Dan dua orang

—

Ssaksi  itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan
muslim. Mengenai hal ini ajaran Hanafi mengatakan bahwa
saksi boleh saja bukan muslim, vaitu bila perkawinan
dilakukan antara searang muslim dengan wanita yvang bukan
muslim {(kitabivah).

Rukun mnikah vyang keempat, vaitu Ijab dan Kabul,
merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan
diucapkannya Jjab {penegasan kehendak untuk mengikatkan
diri sebagai suami isteri) vang dilakukan mempelai laki-
laki atau wakilnva, maka agad pikah sSecara yuridis
mempunyai Lekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam
arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul
merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan  ijab kabul, Savuti
Thalib (ASmir, 19856 : 31) berpendapat, pengucapan 1ijab
ocleh mempelai wanita dan kahul aoleh mempelai pria adalah
terbal ik . Seyogyanya pihak mempelai prialah yarg
mengucapkan 1ijab dan mempelai wanita mengucapkan _kanul.
Hal itu adalah sesuai dengan Tfitrah laki-laki Jan
perempuan yang diciptakan Tuhan. Dalam hal itu ia menunjuk
krepada beberapa hadist Rasulullah mengenai pinangan yang
dilakukan oleh pihak laki-laki,; ayat=avat A Al=0ur an
mengenai talag dan rujuk serta ayat—ayat mengenai nikah

itu sendiri vang mendukung kebenaran pendapatnya itu.



Svarat MNikah.

5?arat—5yarnt nikah

menurut agama Islam

diperinci

kedalam Syarat-syarat untuk mempelai wanjta dan syarat-
gvarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syvarat nikah ini

dapat digolongkan kedalam EYarat materii

dan harusg

dipenuhi agar dapat melangsungkan Pernikahan.

Adapun S¥arat-svyvarat nikah bagi calon mempelaj

laki=
laki adalah -
1. Beragams Islam.
2. Terang laki-lakinva (Bukan banciy.
3. Tidak dipaksa {dengan kemauan sandiri).
4. Tidak beristeri lebyin cari empat orang.
J. "ukan mahramnyg bakal isteri,
b, Tidak mempunyal isteri ¥ang haram dimaduy dengan bakal
isterinva.
7. Mengetahui bakal isterinyva tidak haram untulk
dinikahinya. |
B. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
Sedangkan Syarat-syarat nikah bagi calon mempelai wanita

ad#'ah sebagai berikut :

1. Beragama Islam.

2. Terang perempuannya {bukan banci).

3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikah;annya,
9. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.

3. Bukan mah;nm bakal suami.

&. Belum pernah di 1i-an (sumpah Yi'an) oleh bakal Suami .
7. Terang orangnya.

Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.




Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut diatas
berakibat batal atauy dapat dibatalkan.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, masih ada satu
syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam
fal akan melangsungksn pernikahan, yaitu syarat tidak
melanggar larangan pernikahan yang diatur dengan tegas
didalam Al-Gur’'an dan Hadist, vang meliputi laramgan
perkawinan karena hubungan ¥ang terlampau dekat, larangan
pErkawinan karesna hubungan susuan, sesuai dengan hadist

Rasulullah vang diriwayvatkan oleh Buchari dan Muslim

(Asmin, 1984 : 32), yang artinya :

" Dimaramkan dari hubungan sSesuiuan apa vang
tdibharamkan dari hubungan nasab atau huburgan
darah ".

Juga adanya larangan perkawinan karena hubungan semenda,
larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang di 1i’an
dan larangan merujuk bekas isteri wvang telah dijatuhbi
talak tiga (talak bain kubra), kecuali si isteri tersebut
kawin lagi dengan orang lain dan kemudiarm bercerai pula
dengan suaminva terakhir; adanva larangan memperisteri dua
orang perempuan yvang bersandara, dilarang beristeri lebih
dari empat orang, juga larangan mengaﬁini wanita wvang
bersuami (poliandri} dan larangan perkawinan karena
perbedaan agama.

Larangan—larangan sebagaimana tersebut diatas ada
yang Ejfat;va tetap, artinva berlaku wuntuk selamanva dan

ada larangan yang hanva bersifat sementara, artinva bila

keadaan atau hal-hal yang mnyebabkannya hilang,

maka hapus




pula larangan tersebut. Baik larangan yang bersifat tetap
Madpun  yang bersifat sementara bila dilanggar, mak a

perkawinannya adalah batal/fasid.

Selain  syarat-syarat materil yang sudah disebut
diatas, ada pula syarat—syarat formil yng harus dipenuhi
sebelum dilangsungkan pe#rnikahan, dimana dalam pasal 5
Feraturan Menteri Agama Momor 3 Tahum 1975, Lentang
kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Keria Pengadilan
Agama dalam melaksanakan pe#raturan perundang-undangan
perkawinan bagi yang beragama Islam, menyatakan

" Orang Wang hendak menikah memberitahukan

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat MNikah atau
kepada P. 3 NTR yang mewilayahi tempat varng akan
dilangsungkannya akad nikah

Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan terhadap
sSyarat-syarat materil dan pengumuman kehendak nikak,
pernikahan dapat dilangsungkan. Akad nikah dilangsungkan
di Balai MNikah, Mesjid atau tempat lain dengan dizin
Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dihadiri oleh calen suami
isteri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi damn PPN yang
bersangkutan. Dalam penandatanganan akta nikah, -selain
kedua mempelai, saksi=-saksi dan PPN, wali disimi Juga
turut menandatanganinya.

Dengan diucapkannya ijab oleh wali mempelai wanita
dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan
perkawinan menurut agama Islam telah selesail dan kedua
mempelai resml sebagai suami isteri. Pencatatan disini

hanvalah bersifat administratif untuk memberikan jaminan

kepastian hukum terbadap perkawinan tersebut.




Perkawinan Menurut Agama Katolik dan Protestan.

1. Pengertian dann  Tujuan Perkawinan Menurut Agama

Eatolik.
a. Fengertian FPerkawinan.

Dalam ajaran agama Kristen banyak ttédapat aliran
seperti Katholik, Protestan dan sebagainya, akan tetapi
walaupun terdapat aliran-aliran dalam agam Kristen, sumber
ibadah dan tata cara kehidupannya tetap bersumber dalam
Al-Kitab, baik pada perjanjian baru maupun perjanjian lama.

Dipandang dari segi Al-Kitab, Bbahwa perkawinan
mEnuretT  agama Kristen secara wnum  adalah pErFkawinan
sebagali peratulran suci wvang ditetapkan oleh Tuham dimana
didalamnya diatur bubungan antara pria dan wanita
sedangkan perkawinen sebagai peraturan monogami , bahwa
perkawinan vyang digambarkan dalam Al-Kitab aebagai suatu
penyerabhan seograng wanitq kepada seorang laki-laki unmnbtuk
sEumur hidup.

Hukum Gereja Katholik merumuskan perkawinan wmsebagai
perjanjian perkawinan dimana pria dan wanita membentuk
kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnva terarah
pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan
pendidikan anak, aleh Eristus Tuhan perkawinan’ antara
orang—-orang vyang dibaptis diangkat kemartabat sakramen
{(Kanonik 1033 : 1),.(Asmin, 1986 : 37).

Seperti juga halnya agama Islam, agama Katholik
mendasarkan peraturan—peraturan perkawinan pada penganut-

penganutnya menurut ajaran atau pandangan agama. Menurut




ajaran agama kKatholik, bahwa perkawinan adalah suatu

sakramen dan ajarannya didasarkan pada Al=-Kitab (Efeaus.S.

25-33). Karena itu tampaknya bagi agama Khatealik bahwa

Perkawinan itu sdalah suatuy ¥ang sakral, yang merupakan

suatu  perjanjiam lubur antara seorang wanita dan seorang

laki-laki untuk saling mengikatkan diri sampai salah satu
dari mereka meninggal duniadan hanya pada seorang saja:

Menurut Rusli dan R. Tama (1984 r 2&); mengatakan

...... untuk dapat mel angsungkan perkawinan menurut
ajama FKhatolik, pada masing=masing pihak harus
terkandung maksud 3

untuk setia pada satu orang sajiaj
= Sampai kematian pihak laing
— unktuk memperoleh keturunan ".

=

Jika hal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka
perkawinan dianggap batal sejak semula.

Lebih lanjut Rusli dan R. Tama (1984 3 ibid},

mEfngatakan bahwa :
" Disamping bhal tersebut diatas, masih ada hal 1ain

Warg harus dipenuhi untuk melangsungkan

perkawinan secara Khatolik secara sah, yaitu :

- adanya persetujuan; . i

= tidak ada halangan mengakibatkan perkawinan tidak

sah menurut hukum ilahi;
= perkawinan harus dilakukan menurut hukum gereja

b. Tujuan Perkawinan. "
Suami isteri dapat mempunvai tujuan dalam hidup
perkawinan, tetapi tujuan fundamental dari perkawinan itu
N,

sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan ketika manusia lahir.

Dari Al-Kitab dapat dilihat babwa tujuan Tuhan menjadikan




manusi.g

laki=laki dan Perempuan  adalah untuk saling

melengkapi, Saling menyempurnakan karena mereka satu wsama

lain saling membutuhkan.

Kitab Kejadian (2:18), menyvatakan bahwa " sebab itu
adalah tidak baik kalau manusia seorang diri saja ". Pada
Kejadian 1:27 Tuhan menyatakan bahwa ia menciptakan laki-
laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri, karena -ftu
mereka haruslah mencerminkan cinta kasih ARllah dalam hidup
meéreka (Efesus 5 ; 22-23%) dan pada Kejadian 1:28 Allah
berfirman : "Beranak cuculah dan bertambah banyak "

Avat-ayat tersebut diatas, menjelaskan kepada kita
bahwa disamping untuk melanjutkan ketuerunan manusia, maka
tujuan Tuhan mengadakan lembaga perkawinan adalah agar
laki-laki dan perempuan dengan melalui ikatan perkawinan

dapat saling melengkapi, dengan perkawinan dua arang

meniadi satu, satu dalam cinta vang abadi.

| Cc. Sahnya Perkawinan.

Menuruf agama katholik, pernikaban yvang sah .adalah
| pernikahan vyang dilakuran, diteguhkan dan diberkati oleh
pejabat gereja. Fernikahan antara seorang pria dengan
searang wanita vyang dilakukan secara sabh ditimgkatkan
menjiadl satu sakramen. Sakramen itu juga ﬂihe;ihan aoleh
suami itu sendiri yaitu dengan mengucapkan saling cinta
dan setia ;atu sama lain dihadapan imam dan para saksi

{Asmin 15848 : Sk
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d. Syarat-syarat Perkawinan.

harus

1). Byarat Materi]

m

Bagi umat Katholik ¥ang akan melangsungkan perkawinan

diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut

Calon mempelai sudah mengerti makna pEnErimaan
Sakramen perkawinan serta akibat-akibatnva ;

Tidak berdasarkan paksaan

Pria sudah berumur 14 tahun dan wanita 14 tahun;
Tidak terikat perkawinan dengan orang laing

Beragama Khatolik;

Tidak terdapat hubungan darah yvang terlalu dekat;

Tidak melanggar larangan kawin.

£). Syarat Formil -

I (dua) bulan eebeium hari pernikahan, calan

mempelai memberitahukan pada Pastor pikak wanita

atau pibhak pria b:]a ctalon istri tidak beragama

Khatolik; '

Fastor paroki akan mengadakan penvelidikan FKanonik

mengenai i

- ada tidaknya halangan kawinj

= pengertian calon tentang makna penerimaan sakramen
dengan segala akibatnya

Bila tidak ada halangan perkawinan, pastor paroki

akan meEngumumkan berturut=turet 3 kali pada misa

hari minggu;

Bila tidak aca pencegahan pernikahan dapat

dilaksanakan pada hari yvang ditentukan;
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— Pernikahan dilakukan menurut hukum Khatolik;
= Setelah perkawinan menurut hukum agama tersebut

selesai, pernikahan harus dicatatkan di Kantar

Latatan Sipil.

2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama

Frotestan.
a. Fengertian Perkawinan.

Baik urasian Rusli dan R. Tama maupun uraian Wirdjono
Prodjodikoro, pada dasarnyva menegemukakan bahwa perkawinan
bagi umat Kristen yang jugs berdasarkan Al=-Kitab adalah :
— Perkawinan sebagail persekutuan hidup;

- Perkawinan mempermiskin, jika perkawinan dipandang dari
sudut persetububan sajis.

Ferkawinan menurut agama Protestan adalah suatu
peragkdtuan hidup Yyang meliputi keseluruhan hidup vyang
menghendak £ laki=-laki da; pErEmpUan yang telanh kawin,
supaya dua jenis kelamin yvang berbeda menjadi sabtu, satu
dalam kasih Tuhan , satu dalam kasib mengasihi, satu dalam
kepatuhan, Satu dalam menghayati kemanusiaan mereka, dan
satu dalam memikul beban pernikahan.

Demi kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan suami
isteri, gereja Protestan menganjurkan kepada um;tnya agar
mencari pasangan yang seagama dan wang MEMPLUMYa i
kepercayaan Iyang sama. MNamun disamping itu pihak gereja
menyadari Bahwa wumatnya hidup bersama-sama dengan agama

lain, karena itu gereja tidak melarang umatnya wntuk
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menikah dengan umat lain. Perkawinan demikian dapat
dilakuksn di gereja apabila pihak yang bukan beragama
Protestan jtu bersedia membuat pernyataan  bahwa yang

bersangkutan tidak keberatan perkawinannya dilakukan atau

dilaksanakan di gerelas.

b, Tujiwan Perkawinan.

Maksud Tuhan mengadakan perkawinan menurut agama
Kristen adalah supaya dengan perkawinan itu seorang pria
dan wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi,

Saling melengkapi satu sama lain.

C. Sahnva Perkawinam.

Ferkawinan sebagai spal agama, karenanya perkawinan
harus mengikuti bukum agama, hukum Tuhan, agar perkawinan
tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan
perkawinan tersebut. g

Berdasarkan pandangan tersebut gereja Frotestan
berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah baik menurut
hukum negara maupun bhukum Tuhan, haruslah dilawskan
berdasarkan hukum_agama dan hukum negara, bahwa perkawinan
vang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil saja olebh umat

Frotestan dianggap sebagai perkawinan wvang sah, walaupun

tidak diberkati danm diteguhkan digereia.
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d. Syarat—syarat Ferkawinan.

FMenurut gereja Protestan, suatu perkawinan baru

dapat herlangiunq di gereja bila telakh memenuhi svarat—

Syarat sebagai berikut

Adanya persetujuan dari kedua calon mempelaij
- KEedua calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan

Dranq lain i

- Sekurang-kurangnya seorang beragama Protestang
= Sekurang-kurangrya salah searang merupakan anggota
jemaat gereja yvang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis bahwa
syarat-syarat perkawinan bagi umat Protistan tidak ada
masalah yang serius ata larangan yang ketat bagi wumatnya
untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lain.
Adapun tata cara pelaksanaan gereja menetapkan peraturan
yang bersifat mengatur, bukan mengikat atau memaksa, yaitu
bahwa perkawinan dapat dilanggunghan di gereja, apabila
pihak wang non FProtestan membuat pernvataan bahwa ia tidak

berkeberatan perkawinannyva dilakukan di gereja.

. Perkawinan Menurut Agama Hindu dan Budha.

4. Pengertian Perkawinan.

Agama Hinmdu dan Budha sebagai agama wang banyak
perganutnya di pulau Jawa dann Bali, keduanya merupakan
Bhrineka Tunggal ITka yang mempunyal pandangan dan prinsip

vang sama dalam hukum perkawinan.
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B T o
291 masyvarakat Hindu dan Budha, perkawinan mempunyai
t
arti dan kedudukan ¥ang khusus dalam dunia kehidupan.
Merurut Rusli dan R, Tama (1984 ¢ 30), menjelaskan

bahwa =

?Erd§5hrhan Kitab Manusmriti perkawinan bersifat
BWaliban seseorang untuk mempunyai keturuman dan

m =

enebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan
:EDfﬂ”Q putra, perkawinan ({wiwaha) diidentikkan
engan samskara {sakramen ) sehingga lembaga

-

perkawinan terpisah dari hukum negara
Wiwaha Samskara (Sakramen Ferkawinanm) itu wajib
hukumnya, dan harus memenuhi syarat—-syarat vang ditentukan
oleh hukum agama (Dharma). Perkawinan sebagai suatu
sakramen adalah suatu ritualia yang memberikan kedudukan
sah tidaknya suatu perkawinan sehingga suatu perkawinan
yang disskralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.
Pidalam Kitab Manawadharma Sastra 111 (20,
disebutkan babwa SECara definitif del apan sistem
perkawinan Hindu dan Budha. vaitu :
= Brahmana Wiwaha;
— Daiwa Wiwaha;
= Resl Wiwaha / Arsa Wiwahaj
= Prajabti Wiwaha;
- Asura kiwahaj;
- Gandara Wiwahaj;
- Raksasa Wiwahaj

= Paisaca Wiwaha.
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b. Tujuan Perkawinan.

Dari pengertian perkawinan menurut hukum agama Hindu
dan  Budha bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga vang bahagia, keluarga yang utama, keluarga yang
kekal untuk menurunkan anak fpurusal.

Karena perkawinan pada prinsipnya menganut a45as
perkawinan vang kekal, maka perceraian hanyalah

dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yvang membuat perkawinan

memang tidak mungkin dipertahankan lagi.

c. Sabnya Perkawinan.

Agama Hindu dan Budha memandang perkawinan sebagai
salah satu dari banyak samskara, sebagai suatu wvang suci,
yang diatur oleh dharma dan harus tunduk pada dharma,
karena 1tu perkawinan baru sah bila dilakukan menurut
hukum agama dan melakukan upacara sakramen. Sahnyva suatu
perkawinan menuruat aqama.Hindu dan Budha adalah apabila
perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum agama dengan
melalel upacara sakramen yaitu "wiwaha howa" atau fwiwaha
samskara”™.
vYyang termasuk dalam upacara wiwaha howa adalah =
1. Upacara penerimaan mempelail secara simbolik.

2. Upacara mempertemukan kedua calon mempelai.

3. Upacara aknihowa, dilakukan setelah kedua acara

B

tersebut diatas.

Upacara pemberkatan oleh pendeta.




Bila perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum
e

E

agama

£

"=

diakui sah pleh agamna .

d. Syarat-syvarat Perkawinan.

Karena sabnya perkawinan digantungkan pada hukum

agama, maka syarat-svarat yang harus dipenuhi untuk sahnya

suatu perkawinan harus memenuhi  ketentuan hukum agama

(dharmal .

Adapun syarat-svarat perkawinan adalah sebagai berikut :

= Harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah

pihakj

= Telah mencapal wsia vang layvak untuk Kawin.

— Harus ada izin dari orang tua.

Setelah kita melihat pandangan beberapa agama
mengenail perkawinan, maka penulis beranggapan bahwa @

1. Pada dasarnya semua aga%a meEnganut asas monogami, hanya
saja pada agama Islam dan Hindu dalam keadaan tertentu
poligami diperkenankan.

2. Pada cSomLid AQama, persetujuan kedua belah pihak
dijadikan syvarat untuk dapat melangsungkan perkawinan.
Begitu pula mengenai izin dari kedua orang tua atau

5
wali, terutama bagi yang belum dewasa izin selalu

diperlukan.
3. Hampir semua agama menganggap perkawinan sebagal suatu
yang sakral dalam arti sesuatu wang suci, yang selalu

diperhadapkan dengan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Beperti tersebut diatas, maka perkawinan itg,;--;ﬁfa"a}kjS..-_.fx_




E. Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Menurut

Hurk uim Berbagai Agama.

1. Menurut Hukum Agama Islam.

F‘nrkawinan antar D‘EmE".LII'R agama yvang bBerbeda adalah

peErkawinan antara seocrang laki—laki dan seorang pErempuan

¥ang beragama Islam dengan seorang laki-laki/perempuan

¥ang bukan beragama Islam atau ikatan lahir bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita vyang karena
berbeda agama menyebabkan tersangkutnyva dua peraturan

hukum wyang berlainan mengenai tata cara dan syarat-
5yaratn3a masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam banyak kasus yvang terjadi sering kita lihat
jika smorang laki-laki akan menikah dengan seorang wanita
yang berbeda agamanya maka salah satu pihak akan mengalah
mengikuti ajaran agama calon suami atau isteri. Jika
keadaannya demikian m;ﬁa perbedaan agama” bukanlah
merupakan suatu penghalang untuk melangsungkan suaky
pErkawinan namuun banyak vang terjadi bahwa calun‘ suami
atau calon isteri masing-masing tetap pada pendiriannya
dan memegang teguh agamanya, hal seperti inilah wang
me@nimbulkan problema.

Fada umumnya perkawinan dianggap sebagail 5é5uatu Yang
suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan
kaedah_ka'ﬂak perkawinan dengan ajaran—ajaran agama.

Seperti halnya Undang=-Undang Nomor 1 Tatwn 1974 , dimana

menunjukkan kepada hukum agama dan kepercayaan yang

e o e

——— L —
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bers i
angkutan sebagai suatu syarat sahnya perkawinan,

secar .
& tidak langsung juga menganggap perkawinan sebagai

WRRHARY. yeng gus; Akibatnya setiap perkawinan  vyang

MENYimMpang dari norma-norma agama dipandang sebagai

sesuatu yang menyalahi hukum sgama dan umumnNya semua agama

melarang perkawinan semacam itu.

Disamping hal tersebut diatas, larangan perkawinan
antar pemeluk sgama vyang berbeda juga ternyvata ada
kaitannya dengan pandangan mengenai halal dan haram
mMENUrUt masing-masing agama. Sehingga sulit untuk dapat
mempertenukan Pandangan—pandangan dari masing-masing agama
mengenai apa yvang halal dan apa yvang dianggap haram karena
hal ity menyangkut keim.nan, yang menjadi inti dasar dalam
kehidupan beragama seseorang.

Sebagaimana telah penulis kemukakan terdahulu, bahwa
masalah pekawinan antar penganut agama vang berbeda telah
ada sejak adanya agama—ag;ma itu sendiri. Hal imi terbukti
dengan telah disinggung-singgungnya masalah perkawinan
serupa itu dalam setiap agama dan telah membuat peraturan
vang tegas mengenai hal tersebut,

Sebagaimana diketabhui bahwa melalui perkawinan,
syari‘at Islam tidak hanya ingin merealisasi maslahat
duniawi dan kesejahteraan material belaka akanWtetnpi Juga
ingin menjadikan perkawminan tersebut sebagai sarana untuk
peninqhbtﬂﬁ.dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat

dari perbuatan—-perbuatan Eidak senonaoh, menciptakan suatu

s e [clam wang murni dalam masvarakat dan berupayva
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untiuk m
embentuk suatu umat yang beriman kepada Allah SWT,

War 4
=} SEnNnan tlﬂ'El.- hEFJuEI‘Iu mEnlnqgikan ajlrln ol am ‘-!rri : ar

agama Islam,

B i .

mas T F i
yarakat imi, B¥ari'at Islam menghendaki agar dagar

perekatnyva adalah afgama Islam.

Fara ulama Figih telah menetapkan beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam perkawinan diantaranya harus ada

HEEEhEHHngaH !kaU'j antara calon suami icteri. Hal ifi

dimaksudkan agar terciptanya peregsuaian dan kessrasian

antara suami isteri dan akan mewl judkan rasa cinta kasih
antara keduanya, juga merupakan suatu hal vang dominan
dalam masyarakat guna menciptakan kesejahteraan el s
kebahagiaan generasi mendatang. Apbila antara suami isteri
tidak terdapat keserasian dan persesuaian agama dan
kepercayaan, berarti hubungan antara keduanva tidak iebhih
dari sekedar hubungan biﬂl;gii belaka. Ditilik dari aspek
sosial hal demikian ini tidak mengandung suatu arti apa-
apa. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak memh?lehkan
adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda  agama,

sebagaimana Firman Allabh SWT dalam Al=-0ur’an Surat Al-

Bagarah ayvat 221, yang artinya :
1
" Dan janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita
musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya wanita
budak wang beriman itu lebih baik daripada wanita
warg smusyrik, mEskipun kalian m?”ﬁlguminva. Dy
janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrikin
{dengan wanilta beriman) sehingga mereka beriman,
sesunggunya laki-laki budak yang beriman itu lebih
baik daripada laki-laki musyrik, meskipun kalian

mengaguminya.

|
H
i
|
|
ls
|




Lara
m894n  dalam ayat tersebut diatas mengharamkan

adan i !
Ya lhﬂ-tﬂn pu-rkal.-unan antara dua hati wang ticdak

mEmPpLUnyYS ] kesamaan akidah dan berbeda kepercayaan. Dalam

k s
eadaan  demikian adalah merupakan ikatan semu dan lemah.

Sedang Allah yang memuliakan manusia dan mengangkat
derajatnya sehingga hubungan manusia terbebas dari
kecenderungan hewani atsu budak nafsu, agar tujuan
PErkawinan itu dapat terwujud sesuai dengan keridhaan
Ilahi.

Selain dari Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 221 yang
merupakan larangan menikahi wanita-wanita musyrik secara
umum, baik dari Ahlul Kitab, Majusi atau penyemban berhala
(paganis), Jjuga terdapat larangan dalam Firman Allah
GQur”an Surat Al Mumtahanah ayat 10, yang artinyva 1 °

Dan Jjanganmlah kamu tetap berpegang pada tali
pErkawinan dengan perempuan—perempuan kaftir®.

Larangan dalam ayat tersebut diatas Eerupa
larangan membiarkan wanita musyrik dan semua orang kafir
dalam pemeliharaan laki-laki muslim.

Larangan pErkawinan antar penganul agama yang berbeda
terhadap kaum wanita menurut hukum Islam adalah disebabkan
karena wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung
perasaannya, certa karena kebanvakan wanita berada dibawah
kekuasaan pihak laki-laki, maka dikhawatirkan wanita Islam
jtu murtad.. Sedangkan bagi lIaki=laki Islam wvang ingin
wanita diluar agama Islam sebagaimana

menikah dengan

pengecual ian Surat Almaidah diperkenankan asal laki-laki




Islam itu kuat imannya

rajin beribadah, baik maralnyva dan

bFrwibawa
dalam rumah tangga serta dapat mendidik anak

isteri i
rif¥a sehingga lambat laun dapat menerima agama Islam

d :
an menlalankannya secara baik. (Kamal Muchtar, 1974 : 11)

Larangan perkawinan dalam Al-Gur an diatur pada surat

i s
A=Nisa ayat 22 dan 23 sebagaimana oleh H. Abdullah Siddin

(1783 :39-a0) Yang mengatakan bahwa

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini aleh ayahmu, terkecuali pada masa vyang
telah lampsu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keii
dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk Jalan
(yvang ditempuhl®™.

Diharamkan atas kamu [mengawini) ibu=-ibu isterimu
(mertual ; anak—anak isterimu WA dalam
pemeliharaanmu dari isteri vang telah kamu campuri,
tetapi Jjika kamu belum campur dengan isterimu {tu
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya;{dan dihs, amkan bagimu) isteri-isteri
anak kandungmu (menantul; dan menghimpunkan (dalam
perkawWwinan) dua perempuan yvang bersaudara, kecuali
yvang telah terjadi pada masa lampau”.

Berdasarkan kutipan diatas, kita dapat menyvimpulkan
adanvya tiga prinsip pokok pandangan agama Islam terhadap
masalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan
orang=orang yang bukan beragama Islam, vaitu :

1. Melarang perkadwinan umai Islam dengan Drang~nranh yang
beragama yang menyembah berhala, agama=-agama yang tidak
mempunyai kitab suci dan dengan kaum atheis;

2. Melarang perkawinan perempuan Islam dengan. laki-laki
bukan Islamj

3. Mengenai - perkawinan antara laki-laki wmuslim dengan

wanita bukan muslim yvang ahli kitab, terdapat tiga

macam pendapat yaitu 3




-

melarang gseeap mutlak;

memparkenankan EBECara mutlak;

meEmper kg
gnankan d#ngan syarat, yvyaitu apabila pria

muslim ity kuat imannya.

Se
lain laramngan tersebut diatas, masih terdapat

- 1
larangan perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu : ]

- laranqan FIE'Fk-F.l-hlir'lén Earena hubungan darah vang {

telampau dekat;

]

larahgan PErkawinan Earena huhunqan semenda:

larangan perkawinan karena hubungan susuan;

- larangam perkawinan dengan bekas isteri yang sudah di
Li®&n;

= larangan perkawinan dengan bekas isteri yang sudah

dijJatuhi talak tiga, kecuali si isteri telah kawin

lagi dengan orang lain, dan kemudian ia bercerai pula

dengan suasminya yvang terakbhirg

— larangan memperisterikan dua orang bersaudara;

larangan beristeri lebih dari empat orangj;
- larangan mengawini wanita yang bersuami (Rusli dan R.
Tama, 1984 : 25}.
Rdapun pengecualian bahwa seorang laki-laki muslim
dihalalkan mengawini perempuan—perempuan non muslim, asal

mnereka termasuk golongan ahli kitab vang terdapat dalam

| Surah Al=Maidah Avat 3 yang artinvya sebagai berikuk i

" pada hari ini dihalalkan bagimu wyang baik-baik.
Makanan (sembelihan} crang-orang vang diberi Al=
Kitab itu halal bagimu, dan makan kamu halal (pula
bagi merekal. Dan dihalalkan mengawini wanita-
wanita wang meniaga keharmatan diantara wanita—
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Wan itk .
% ¥ang beriman dan wanita-wanita wang

Eiii:i:ththmatan diantara orang-orang wvang diberi
kawin mE:Eﬁﬂlum kamu, bila kamu telah membayar mas
dengan makewy noon98n maksud menikahinya,  tidak
B EL Sud berzina dan tidak pula menjadikannya
b1 gundik. E:'II'-E.FH;. siapa yang kafir sesudah

"N tidak  menerima  hukum—hukum Islam maka

I
1apuslah amalannya dan ia di Mari akherat FRrAR
Dt‘anq—uranq I:.l._ng |'|1EI="Llﬂj_ 1

Dari ayat tersebut diatas dapatlah kite 1ihst bahwe

dimasa Sekarang ini apakah masih ada jaminan bahwa kitab
mued mereka (Yahudi dard Nasrani) © tidak  mengalami
perubahan 2

Dalam sejarah dan keterangan Al=-Quran bahwa mekalian umat
manusia diutus kepada mereka Rasul-Rasul untuk memberi
petunjuk dan pengajaran. Mereka itu mempunyai delapan
kitab suci (Kitab Samawi) yang telah berubah sebagiannya
sebagail mana juga Kitab Yahudi dan Masrani vang terbaru
dari kitab-kitab suci teraebut,

HBagi laki-laki muslim masih ada dua pendapat mengenai
boleh tidaknya kawin dengan wanita vang sekiranya dapat
digolongkan sebagai ahli kitab, karepa kriteria mengenai
ahli kitab ini masih merupakan dilema mnamun kita juga
wajib berfikir untuk menilai pengaruh sekte dan inti
ajaran wvang berbeda yang merupakan faktor esensial wuntuk
membedakan klasifikasi ahli kitab masa dulu dan sekarang.
Sedangkan bagi wanita muslim berlaku larangan kawin secara
mutlak dengan non muslim. Telah sepakat para ulama bahwa
tidak halal wanita muslim untuk kawin dengan laki-laki noen
ia musyrik atau dari golongan ahli kitab

muslim baik

berdasarkan Firman alah Surah Al-Muntahanah Avat 10 wang

artinya sebagai berikut




" MHai e
- _ _ :
hijran hq Fang yang beriman, apabila datang ber

Epadamy PEr@mpuan-perempuan yang beriman,
;:th :Ezdaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah
it MU tentang keimanan mergka, maka jika kamu
; mengetahui babwa mereka [ benar=-benar) ber-
lman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada
(Suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka
tiada halal bagj Grang-arang kafir itu dan orang-
Orang kafir itu tisda halal pula bagi mereka. Dan
berikanlah kepada {suami-suami) mereka mahar vyang
telah mereka bayvar. Dan tiada dosa atasmu mengawini
mEfEk? apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
Dan  janganlah kamu tetap berpegang pada Lali
{perkawinan) dengan perempuan=perempuan kafir dan
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar,
dan hendaklah mereka minta mahar yvang telah mereka
bayar. Demikianlah Hukum A1lah yang ditetapkan-hNya

diantara kamu. Dan &1lah Maha Mengetahui Lagi Maha
Bijaksana .

Agama Islam melarang kaum wanitas untuk menikah dengan
laki-laki wvyang beda agama karena wanita bersifat lemah
hati dan mudah terpengaruh perasaannya serts kebanyakan
wanita berada dibawah kekuasaan pihak laki-laki sehingga
dikhawatirkan akan mengikuti agama suaminya dan menjadi
murtad. Sebaliknya laki-laki dilarang karema laki-laki
berhak memimpin iatqrinv;, serta mendidik anak’ isterinva
dengan baik. Tetapi dengan pengecualian Surah Al-Maidah
fvat 3 tersebut laki-laki diperkenankan asal saia jmannya
kuat dan taat heribadah.”

Sebagian pendapat mengatakan babwa dibolehkannya
wanita ahnlul kitab dikawini oleh laki-laki muslim, hanya
pada =saat turunnya ayat tersebut, karena saat }tu Jumlah
wanita lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki, sebab

nak-anak wanita banyak yang dibunuh saat 1lahir karena
= _

dianggap membawa aib bagi keluarganvya.




EEMEntara itu

Sebagian wlama ahli figh juga
mengemukakan bahwg G.S [l

=Maidah ayat 5, diturunkan dengan

suatu  batasan  iman. Batasan ini dapat dipahami dengan

turunnya PEngharaman wanita musyrik sehingga ia beriman,

¥ang turun sebelumnya. Sedangkan wanita ahlul kitab dalam

akidahnya adalah syirik. Karena hukum yang bersifat mutlak

(vang tercantum dalam 0.5 Al-Maidah ayat 9) harus

disertakan dengan hukum yang dibatasi mugayvad dan sifat
umum  wanita muhshanat dari abhli kitab harus dikhususkan
dengan mereka yang beriman saja. Mamun batasan seperti ini
tidak kita temukan dalam 0.5 Al-Maidah ayvak 59, karena
memang hal itu sudah jelas sehingga tidak perlu disebut
lagi karena telah ada petunjuk tentang hal itu didalam
Bur an surat Al-Bagarah.

Menikah dengan wanita non muslim  itu membahavakan
keimanan. Yang Jjelas apabila syari’at membolehkan bagi
kaum muslimin untuk melakukan tindakan wvang berbahava
seperti ini maka kewenangan itu hanya boleh dilakukan
dalam situasi dan tuntutan kebutubhan yang amat mepdesak.
Kewenangan seperti ini sama kedudukannya dengan Rukhsah
( dispensasi hukum }.

Alasan hukum wang berlaku pada wanita wyang

N

R yakni perbedaan agama yang menyalahi kebenaran
¥

sgaina Joge terdapat pada wanita ahli kitab sebab ia kafir.
Jika akad nikah yang telah terjadi saja harus dibatalkan

ka lebih terlarang lagi untuk melakukan pernikahan
ma

dengan wanita berbeds agama (ahlul kitab). karena ity
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tidak boleh - .
T ek leki Muslim menikahi wanita murtad maupun

dari ahl - .
.i. ki tﬂn hlnﬂ‘ga mereka bE‘Timin_ Sebhahb haha?a ?in“

menimpa -
P SUami dan danak—amak vang dilahirkan oleh searang

ibu  kafir, juga meEnimpa masyarakat Islam pada L MEmA ya .

Maka sSebagai l:im:lakﬂh penfegahan, [alam mElarang

mEnikahinya dengan atas dacar kaidah yang dimharamkan dari

P D#Ud: ‘Fiqih Islam Halamarn = 355} wang l'l'l-lrhqata!t.an 3

1" T].-E'E.I:l: .bﬂlE'h [I.'_Ir"aﬁ.g:l berbust bahay‘a laktas diri
5§nd1r1J, dan tidak boler berbuat bahaya {atas
PLhak lain)y =,

bua dalil dari ayvat dalam 0.5 Al-Bagarah dan 3.5 Al-
Mumtahanah tersebut adalah dalil yang pasti dan sempurna
serta memiliki otoritas dalam *upik pembahasannya. Karena
itu semua wanita yvang musyrik, pernyembah berhala, Majusi
dan Kitabi baik dari Yahudi dan Masrani, termasuk dalam
kategori musyrik secara umum walacpun berbeda motif dalam
kemusyrikannya. Pengelnmpu;an antara wanita kitabi dengan
vang lain hanva schedar membedakan derajat kemusyrikannya
yang muncul setelah ajaran Islam semakin kokoh dan
berwibawa wntuk memilah bebe: apa tingkatan atac jenis

kemusyrikan.

FPada £ abFun 1980 Maielis Ulama Indonesia dalam ke-=

putusannya nomor 3/Kep/Munas/I1/1%80 menyatakan bahwa

seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita vang

o mualim dengan demikian perkawinan antar agama dimana

salah satu pihak beragama Islam adalah terlarang dan haram

hukumnya sehingoga perkawinan tersebut Jjelas tidak sah
i

berikut segala akibat hukamnya .




2. Menurut
Ut Hukum Agama Kristen Khatolik dan Protestan.

FPerk
awinan antar PE#nganut agama vang berbeda adalah

pErkawin
an antara SBarang laki~laki/perempuan yang

beragama Khatolik/Protestan dengan SEorang laki-
laki/perempuan ¥ang bukan beragama Khatolik/Protestan,

Bagi agama Kkristen Khatolik/Protestan Perkawinan
antar penganut d4gama yang berbeda dianggap sebagai suatu
Perkawinan yang kurang ideal, karena keharmonisan dan
kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina apabila
ada perbedaan tata nilai hidup antara suami isteri. Olgh
karena Ltu, baik gereja Khatolik ML [ Protestan
menganjurkan kepadsa anggotanya untuk mencari teman hidup
yung berkeyakinan sama. Hal ini dapat kita 1ihat pada
Alkitab (Efesus 5:22-23) vang menyatakan bahwa tujuan dari
perkawinan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiasan sangat
sulit dicapai jika tidak seiman dan seagama. Bisamping itu
Jjuga pErkawinan akan melahirkan heluaria sebagai
persekutuan Jemaat terkecil dalam gereja yang mempunyai
jabatan untuk menyebarkan cinta kasih Allah kepada seluruh
uLiat manusia.

Tetapi walaupun demikian gereia memberikan dispensasi
terhadap perkawinan antar peEnganut agama yang berbeda

=

ssalkan ada harapan akan terbinanya suatu keluarga vang

baik wang wtuh, pembinaan pastorial sesudabh perkawinan
, &

dapat diteruskan.

Di5pEHEE§i akan diberikan apabila pihak vang bukan

gama Khatnlikjprateﬁtan bersedia berjanji

bera

=




e
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— Bahwa jga .
tidak akan menghalang-halangi pihak yang

beragama K .
hatolik/Protestan untuk melaksanakan imannya;

= Hahwa ia !
bercedia mendidik anak=anaknya secara

Khatblih#hrntestﬁn.

Hal-h ; ;
2l  vang menjadi halangan wuntuk melangsungkan

peErkamin A S
@n atau menjadikan perkawinan itu tidak  sah

adalah sebagai berikut ;

= Llmur CEJ{:II'F iTI‘E'H'Il:I'E‘]ﬁ.i ﬂr‘iﬂ hElum mencapii 14 tabiir Han

calon mempelai wanita belum meEncapal 14 tahun (Kamonik

1033 ¢ 1);

Impotensi yang ada sejak perkawinan (Kanonik 10B4 : 1)3:
Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya {Kanonik 108%:0):

- Balah seorang tidak beragama Kristen (Kanonik 108&]) §

— Balah seorang telah menerima tahbis suci (Kanonik Loa7 )

- Telah terikat kaul kemurnian dalam swatu lembaga

[ERamonik 1088);

- Adanya unsur penipuan (Kanonik 10%8);

= Tersangkut kejahatan pembunuhan (Kanonik 1090:1&2);

- Mempunval hubungan darah dalam garis keatas dan kebawah
sah ataupun tidak sah (Kananik 1091};

- Mempunyai hubungan semenda (Kanonik 10%2);

- Mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus menyamping

4

sampai derajat kedua (Kenonik 1092), Martoscedjito,
{femin 19848 ; 37-38]).

Berdasarkan wuraian tersebut diatas, menurut penulis

bBahwa baik menurut agama Khatolik dan Protestan pada

bahwa tidak ada larangan secara tegas

dasarnya menyatakan
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— Bahwa ia .
tidak akan menghalang-halangi pihak vyang

beragama ¥ i
hatolik/Protestan untuk melaksanakan imannyasj

= Hahwa ia ;
bersedia mendidik anak=anaknya SECArS

Khatnlihfﬁrutestan.
Hal - i i
l-hal Yang menjadi halangan untuk melangaungkan

k - -
PEFRaWinen atau menjadikan perkawinan ftu tidak sah
adalah sebagai berikut -
= Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan

Calon mempelai wanita belum mEncapal 14 tahun [(Kanonik

1033 ¢ 1);

Impotensi yang ada sejak perkawinan (Kanonik 1084 : 1):

= Telah ada ikatan perkawinan sebelumnva {Kanonik 1083:l);

- Balah seorang tidak beragama Kristen (Kanonik 108&) 3

— Balah seorang telah menerima tahbis suci (Kanonik 1087 ;

T~ Telah terikat kaul kemurnian dalam suatwu lembaga
[(Eanonik 1088);

- Adanya unsur penipuan (Kanonik 1098);

= Tersangkut kejahatan pembunubhan [(Kenonik 1090:182);

- Mempunyal hubungan darah dalam garis keatas dan kebawah
sah ataupun tidak sah (Kanonik 1091 )3

- Mempunyai hubungan semenda (Kanonik 1092} ;

hubungan adopsi dalam garis lurus menyamping

4

- Mempunyai

gampai derajat kedua (Kanonik 1092}, Martososdjito,

{Asmin 198& ; 37-38).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut penulis

Bahwa baik menurut agama Khatolik dan Protestan pada

dasarnya menyatakan bahwa tidak ada larangan secara tegas




perkawinagn antar

PEfganut agama yvang berbeda, walaupun
dikatakan i
tidak sah suaty perkawinan jika salah seorang

tidak bBerg .
Jama  Kristen; perkewinan sesacim  ini tetap

dibolehk ] :
ehkan  tetapi dengan dispensasi bersyarat. Jadi pada

i i P
prinsipova pihak gereja tidak menghendaki  perkawinan

semacam ini, meskipun tidak bersifat mutlak.

3.

Menurut Hukum Agama Hindu dan Budha.

Perkawinan antar Penganut agama vang berbeda adalah

perkawinan antarg SEOFang laki-laki/perempuan yang

beragama Hindu/Budha dengan seorang laki-laki/perempuan

Yang bukan beragama Hindu/Budha .

Baik agama Hindu maupun agama Budha pada dasarfva
melarang =secara mutlak pEerkawinan diantara penganu k-
penganutnya dengan perganut agama lain.

Pidalam Kitab Manawadharma Sastra III (21) disebutkan
Da e ada delapan sistem hukum perkawinan mendrut agama
HindusBudha. Dari delapan sistem perkawiman tersebut tidak
ada satupun mengenail perkawinan antar penganut agama vang
berbeda. HMengenali hal tersebut diatas, agama HindusBudha
menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam melakukan
tata perkawinan adalah suatu p@rkawinan yang me?urut Fukum
agama adalah sah apabila pihak vyang akan melakukan
perkawinan wenganut agama yang sama. Apablla pihak wang
T melangEuﬁQkﬂ” perkawinan berbeda agama, maka brahmana
baru mad mengesankan perkawinan  ftersebut  Jika

{pendetal

pihak yang bukan beragama Hindu/Budha telah disudhikan
Lina
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(disahkan) S
SEbagai Pemeluk agama Hindu/Budha dan

menandatan : -
9ani Sydhj Vadbani (surat pernyataan masuk agama

Hindu/Budha)

Bahwa .
larangan perkawinan menurut agama Hindu/Budha

adalah .
= dpabila Perkawinan yang akan dilahqgungkan oleh

kedua b i
®lah  pihak, tergapat perbedaan iman  sehingga

k
PErkawinan tersebut menurut sistem hukum agama Hindu/Budha

adalah tid‘ﬂk Eﬂh! Mamur Ial"ungan tﬂ‘l’"ﬂEbut tidak

din .
vatakanm S@Cara tegas. Ferkawinan itu harnya dapat

diberkati dan disahkan apabila pihak yang bukan beragama
Hindu/Budha agbelumnya bersedia memeluk agama Hindu/Budha.
Disamping itu juga masih terdapat beberapa hal yang

menjadi larangan perkawinan bagi umat Hindu/Budha menuruat

Gde Diaksa, (Asmin 1984 : 48) vaitu :

= Mempunyal hubungan darah Yang terlampau dekat
[Manawadharma III = S}

- Mempunyal penyakilt turuéan [(Manawadharma III == 7);

= Mempunvyail mama wvang tidak baik;

— Cacat tubuhj

= Merupakan anak tunggal (begi calon mempelai wanita);

— Telah berguami (bagi calon mempelai wanita)y

= Mendahului kakaknya dalam perkawinan;

%

— HMerupakan puteri saudara pEr BmpLan ayah/ibunya

{Manawadharma XI 3 1721 ;

- Merupakan puteri dari wang seibu (sepinda) {(Manawadharma

I = 17113

—

———— -
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i Setelga : .
h hltﬂ mEilh&t pandﬂngan bebherapa agama

MENYENSAL  perkawinan

antar penganut agama vyang berbeda,

maka penulig beranggapan bahwa

1.

Pada :
daaarn?a SEMuUa agama tidak menghendak i perkawinan

d -
ERgan FEenganut agama lﬁin, setidak-tidaknya

men .
ganjurkan 8gar perkawinan umatnya sedapat mungk in

berlangsung dalam saktu agama saja.
Dari semua agama tersebut, agama Islam melarang dengan

miatlak perkawinan antqr penganct ag ama vang berbeda

bagi wanita lslam, sedangkan bagi pria Islam terdapat
perbedaan pendapat anmtara para pakar hukum Islam
diantaramyva adg berpendapat melarang secara mutlak,
memperkenankan secara mutlak dan memperkenankan dengan
svarat—ayvarat tertemtu.

3. Bagi agama-agama lain selain agama Islam ada juga wang
melarang secara mutlak vaitu agama Hindu dan Budha.

4. Agama Kristen Khatolik pada prinsipnva melarang
perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, kecuali
dalam hal-hal tertentu dengan syarat-syarat tertentu,
uskup dapat memberikan dispensasi bersyarat.

5. Agama Eristen Protestan memnbolehkan dilakukannyva
perkawinan antar penganut agama yang berbeda dengan

k!

syarat-syarat tertentu.

F. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Antar Agama.

Perkawinan antar agama sudah sering kita temukan di
e

banyak masyarakat menyangsikan ke-

masyarakat walaupun




absahann
¥a namun dapatiah dilihat bahwa terdapat

beberapa

hal Wars men i
g Niadi penyebab timbulnya perkawinan antar agama
yaitu g3

1. Kurangnya REmahaman agama.

Ses _
fOrang mudah melakukan perkawinan’ antar agama

karena
kurang memahami aerta menghayati ajaran-ajaran

agama terutama dalam masalah memilih pasangan hidup.

Pada umumnya perkawinan antae agama itu atay hidup

dalam Batu atap dengan kevakiman vang berbeda tidak o

membawa kebahagiaan seperti apa yang tercentum dalam

rumusan tujuan perkawinan. Bagi setiap orang Islam vyang
menyadari akan prospek keagamaanya bBaFwa perkawinan ity
sebagai ibadah dan bukan hanva semata=-mata untuk pemenuban
hawa nafsu =saja, maka pasti tidak akan gegabah wuntuk
melangsungkan perkawinan tanpa terlebih dahulu berusaha
urttuk mengstahui hukum dan  aturan perkawinan menurut
ajaran agama vyvang dianut ;dflﬂﬂ bila langkah awal sudah
salah dalam hal ini maka akan berakibat fatal dikemudian
hari baik menyangkut akidah dan status keturunannya:

2. Adanya tujuan khusus.

Hal ini tidak kalah pentingnya mengapa seseorang
harus melakukan perkawinan antar agama yang mungkin ada
tujuan khusus yang hendak mereka capai. Pad; dasarnya
adalah akibat dari cintanya terhadap kehidupan dunia
hal;?E dengan kebutuhan materi, kebutuhan akan

apperktli

kedudukan yang sSaling dijanjikan. Dengan Janji itulah

mereka beranggapan lebih jauh babwa dengan Jjalan inilah

kehidupan merseka akan hahagia.
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%, i EEh-ﬁEn?'ﬂ mrqauiun-

Tidak da :
Pat dipungkiri lagi bahwa pada saat eekarang
ini park
aWwinan antar agama barmnvak kterjadi karena akibat

dari ad
BNy g Pergaulan bebas vang FiﬂéEBﬂi oleh cinta

mencint -
ﬂi Uﬁr‘i ITI-ElE.i.I-'lg"mEIE.Eng phhak tanpa memtkirkan Iaha'.

belak e
ang  apa ¥ang terjadi dikemudian hari. Perkawinan

akibat i .

a0 2ima dar adat Yang Eahqat ﬂihar‘gai olah Draﬁg_nrang "tLLﬂ.

terdalual 5E|"|il'l§¢]a tﬁrrkad&ng haﬁ'p'dlt. pasangan vang tidak

direstul oleh kedua orang tua.

Sebanarnya didalam bergaul dan memilih calen pasangan
hidup vyang pertama diperhatikan adalah masalah agama.
Seperti yang terdapat dalam hadist Mabi Muhammad SAW wang
diriwayvatkan oleh Fuslim dan Tirmidzi vang dikutip oleh H.
Sulaiman Rasjid (1976 : 340) yang artinya sebagai berikut:

© Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena

agamanya, hartanya dan kecantikannya maka pilihlah
yvang beragama "

Selanmjutnya hadist Mabi wvang diriwayvatkan oleh
Tirmidzi wang dikutip cleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal (LF7H

171-372) wang artinya sebagai berikut :
“ Apabila datang kepadamu sekalian orang yang kamu

sukai agamanya dan ahlaknya, maka kRawinkanlah Dia.

Kalau itu tidak kamu lakukan, maka bakal terjadi

Fura-hara dan kerusakan besar dimuka bumi “.

Dari keterangan tersebut diatas Jelaslah bahwa

prinsip didalam memilih jodoh yang dikendaki oleh Islam

ialah ketgkunan beragama dan ahlak yang lubur,. Dalam hal

tua amat penting dalam mengawasi pergaulan

ini peran orang

T T
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a3

Yang mengarg
n tEﬁtﬂng PErgaulan anak-anaknya terutama

den 1 i
9an lain jenjg Yang bukan muhrimnya.

Didalam .
Islam Jelas=jelas bahwa pergaulan

bebaspa :
Pacaran bukanlah jalan yang g}f{dhui oleh Allah

karen : ~
a4 lebih banyvak seqi mudhoratnya dari pada segi

] i
maslahatnva, Fikibat Pergaulan bebas yvang telah terjadi

meniadi gejala  umum dikalangan kawula muda. Para ulama
MEMandang pergaulsn bebas hanya akan merngundang fitnah,

bahkan tergolong naif. Mau tidak mau akan terkikis pe-

reEsapan kehancuran moral dan akRlak,

G. Batalnva Perkawinan fntar HOama .
Fada umumnya perkawinan dianggap sebagaili sesuatu

yvang sucl dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan

kawmdah—kaedah perkawinan dengan ajaran agamanya. Seperti
halmvya Undang=Undang Momor 1 Tabun 1g7a, dimana
menunjukkan kepada hukum agama dan kepercayaan yang

bersangkutan sebagal swatw syvarat sahnyva perkawinan.ascara
tidakx langsung juga menganqqaﬁ perkawinan sebagai suatuy
yang sSuci. Akibatnya setiap perkawinan vang menyimpang
dari norma—-norma agama s@bagai sesualy yaﬁg‘ menyal ahi

Bl agama dan pada umumnya sSemua agama melarang

peErkawinan SeEmac3am itu.

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa

perkawinan diamnggap sah apabila dilakukan mernurut hukum
W

agama dan kepErcayaannya srhagaimana

masing—-masing
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34 '

ditegaskan
dalam paga) 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Oleh kar
Efa ity DErk.wirjan sSebagai suatu perbuatan yang i

SUCL  dan
a bertujuan Menciptakan kebahagiaan lahir dan

bathin. i
E} Apabila pasal 22 ing dihubungkan dengan pasal 2 r

ayat 1 maka ielaslakn bahwa pada dasarnya perkawinan antar

agama tidak dikehendaki oleh semua asgama di Indonesia.

Menurut BW suaty PErikatan dapat safa batal karena

hukum atay dapat dibatalkan. Akan tetapi tidak demikian - I
halnya dengan suatu ikgtan perkawinan karena pelangsungan

pErkawinan hRormaliter dilakukan oleh atau dihadapan

=

pejabat negara. Sedangkan didalam Undang-Undang MNomor 1

Tahun 1974 pasal 27 dijelaskan bahwa perkawinan dapat

dibs".alkan apabila tidak memenubi Syarat-syarat untuk

pelangsungan perkawinan.
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BAB 111

METODE FENELITIAN

A. Lokasij Penelitian.

Penel i
®litian 4ny adalah kegiatan vang terpenting dan

merupakan salah Satu syarat didalam usaha melengkapi suatu

tulisan flmiah, maka penulis terlebih dahulu melakukan

suatu penelitian. Adapun tempat penmlitian wyang penulis

pilih adalah Fengadilan Megeri Kelas 1 Kotamadya Ujung
FPandang dan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang
¥Yang mana instansi teresbut mErdupakan instansi Yang
terkait langsung dengan studi kasus Yang penulis dapatkan
sesuai dengan permasalahan skripsi penulis. Dengan
pertimbangan lain dipandang kedudukan kota Ujung Pandang

sebagai kotamadya dengan anggota masyarakat yang beraneka

ragam.

B. Teknik Pengumpulan Data.

Sehagai tindak lanjutnya dalam memperaleh ) data
sebagaimana wang diRarapkan, maka penul is el ARGk
pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data sebagai
berikut @

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
ini dilakukan dengan cara membaca berbagai

Penelitiarr

literatur dan bacaan—bacaan lain yang berkaitan dengan

yang akan dibahas sebagai ' tujuan untuk

permasalahan

o




>

2B

meletakkan dasar

teoritieg terbadap masalah yang akan
dibahas. o

b. P
enelitian Lapang (Fiejg Research)

Penelitian

imi i
i PEnUlis lakukan dengan mEnggunakan

metode w i
AWancara garj kalangan mereka yang melakukan

Yang
akan penulig teliti, |
C. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian yang dilakukan, baik penelitian lapang

mavpun penelitian kepustakaan, meénghasilkan data yang
dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, wyaitu
d. Data Primer.

Data primer merupakan data yarng diperaleh ERCara
langsung wvang berkaitan dengan obyek penelitian untuk
s@lanjutnya data ini masih perlu diclah EEhiﬂgnF menjadi
data wvang siap pakai.

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini merupakan data yvang diperoleh dari
data yang telah tersusun dalam bentuk dokumentasi-
dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

»
D. Teknik Analisis Data.

Sotelah semua data terkumpul , baik data primer maupun

data sekunder maka data.terEEhut diclah dan di analisis

sgcara kualitatif untuk melihat permasalahan yang timbul
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at

mengingat dg ;
a ¥ang diperoleh sulit dikualifikasi guna

PEMYUSWUNan :
BUuatu  karyg ilmiah atau skripsi yang akan

penulis buat.,

E. Waktu PEﬁEIitian.

Dalam ° i }
PENUlisan suatu karya ilmiah atau skripsi

memerlivkan waktu untuk penelitian di lapangan guna mencari

fakta dan data ¥&ng akurat dalam penyusunan suatu karya

ilmiah. Untuk itu Penulis merencanakan untuk peninjauan ke
lapangan hanya memakan waktuy kurang lebih 2 (dua) bulan
vyaltu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1994,
setelab selesai penulis akan seminarkan karena sebagai

satu persyaratan oguna memperaleh gelar sarjana pada

Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin.
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BAB 1v

H
ASIL FENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksa i
nAan  Porkawinan  Antar Penganut Agama  Yang

berbeda i .
di kKotamadya Uiung Pandang masih sering terjadi.

EEFdﬂﬁﬂFkﬂh data vang diperocleh melalui telaah kepustakaan
dan fuga melalui WaWANCAra sSECara langsung derngan
pelaksana perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka dapat
kami kemukakan hal tersebut berikut ini.

Jumlah penganut agama di Kotamadya Ujung Fandang

hingga akhir tahun 1995 adalah 1.351.583 jiwa yvamg secara

terinci sebagai berikut

Tabel. 1
i
Mo . Mama Agama Jumlah 1
1. Agama Islam &£95.2BB Jiwa
Z s Agama EKristen Protestan H0.777 Jiwma
g Agama Kristen Katholik 29.8672 Jiwa
4., Agama Hudha 22.783 Jiwa
. Agama Hindu 2.083 Jiwa
& Agama Lainnya 944 Jiwa

E

Sumber data : Kantor Catatan Sipil Kotamdaya Ujung Pandang

Yang termasuk agama lainnya adalah diluar kelima

agama yang telah diakui sah noleh Megara Republik Indonesia
antara lain agama Kong Hutju, aliran-aliran kepercayaan
dan lain-lain. (Sumber data Kantor Departamen biasna
Kotamadya Ujung Fandang )

ferdasarkan data diatas, tampak babhwa penganut agama

lslam merupakan mayoritas gl Kotankdya tiung Pandang st
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B&,28 L dari Ju
mlak s luruh dgama. Jumlah tersebut apabila

dibanding}:ﬂn t z
=naan jumlah Penganut agama non Islam sangat

menyolok.
¥ Eedﬂﬂqkln F‘Ef‘hﬂﬂdiﬁqan antara agama=-agama Sl=1a]

islam tidak terlaly jauh nerhﬁd;

Meli i
Blihat perbandingan Jumlah penganut agama diatas,

Islam tidak banvak tetapi cukup memberi warna dalam

kehidupan beragama di Kotamadyva Ujung Pandang. Untuk

mengetahul sejauh mana pelaksanaan perkawinan antar

pEnganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang,
maka tabel 1 berikut ini akan menunjukkan data mangenai
perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kantor
t:intan Sipil.
Tahél 2
Jdumlah perkawinan antar penganut agama vyang berbeda

Tahun 1990 sampai dengan tahun 1994,

Wanita Islam Wanita non Islam |Jumlah|Prosentase
Tahun| kawin dengan kawin dengan pria|Kasus
pria non Islam |[Islam

19390 7 17 2& 81,3 %
11991 " ii 14 23,4 %
1992 1 Fé = 12,7 %
1994 - 3 5 7.9 %
1993 1 1 2 X. 2%
1996 1 b 1 1,9 %
Sumber data: Kantor Catatan Sipil Kotamadya UJjung Pandang
Tahun 1976
Tabel 1 diatas menunjukkan B e pelaksanaan

pRFkawinan antar panganut . agema Yand berteda di Kotamadya

wa n i i tegas dalam
laupu tidak diatur secara
Ujung Fandang

PO

T S

=




&0

Undang=-Undarn
MNam
g O 1 Tahun 17974, tetap dilaksanakan

pRrkawinan tersebyt

namun sedikit mengalami penurunan
dibanding tﬂhun*tihun kemarin

Sesusi hggi
9%i] wawancara Penulis pada tanggal 13 s/d 19
Agustus
g 1996 dengan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya

Uiung P )
JUng Fandang dan gtaf bagian perkawinan, Hakim Fengadilan

Agama kelas 1 Ujung Fandang bahwa peluang dilaksanakannya

perkawinan antar PENganut agama yang berbeda karena hal

ini dimungkinkan olebh adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI

MNomor 477/ 25935/7PUOD perihal pencatatan perkawinan bagi
penghayat kepercayaan kepada Tuhan ¥Yang Mahaesa dan Surat
Futusan Mahkamah Agunrg MNomor 1400/K/P/158&. Disamping itu
penulis memperoleh keterangan babwa pihak Catatan Sipil
tetap melaksamnakan walaupun menurutnya menyimpang dari
ketentuan wang terdapat dalam Undang-Undang Momor 1 Tahkun
1974, serta peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Akan
tetapi hal tersebut dilakukan apabila pasangan tersebut
sudah mendapat putusan dari Pengadilan MNegeri dengan
berdasarkan alasan—alamnan yang sangat logis.

Bahwa apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat
dipisahkan lagi walaupun terhadap mereka terdapat larangan
untuk mengadakan perkawinan baik larangan menurut hukum
agama maupun larangan oleh Undang-Undang, dalam-rarti bahwa
kedua insan sudah saling mencintai, tidak dapat dipisahkan
Oleh karena itu menurut Barnetje MNente, 5.5os, ketua

lagi.

ada Kanter Catatan Sipil (wawancara
seksi pelayanan p

mengatakan bahwa :

tanggal 19 ngu5tu53

e SR SR
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1] .
kebo) maks oio Mdup bersama diluar nikah (kumpul
Saja uErkawEl ak Kantor Catatan Sipil meresmikan
hidup Nan tersebut karena disadari bahwa

bEFEama diluy

dengan 2F nikah itu sangat bertentangan
maﬁgarakzzrmgtnnrma ¥Yang hidup dan tumbuh dalam
nilai 1M ¥Yanhng begitu menjuniung tinggi

-r :
ilal EEEDFEﬁEn ol @ niiﬂi"ﬂilﬂi agama” .

Sebanai
Oalmana PEranan Kantor Catatan Sipil umtuk

mencatat : i
PErkawinan ¥ang diperhadapkan kepadanya, maka

2 & o
piha Kantor Catatan 5ipil harus mencatat pErkawinan

Fa 1 i
anta dua ANsan Yang berbeds agamanya karena sangat

penting demi untuk PEREntuan status anak vang lahir dari

peErkawinan tErEEhut- FEfkawlﬁan yang tidak dilaksanakan

ERcara sah, maka status anaknya pun adalah anak yang tidak

sah, dalam arti bahwa anak tersebut tidak berhak atas
warisan kedua orangtuanva. Menurut Agustina Sumbung ,
pegawail Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang
bagian perkawinan {(wawancara tanggal 13 Agustus 199&)

bahwa =

" Getiap pelaksanaan' perkawinan bagi calon wang
berbeda agama wyang dilaksanakan di Kantor Catatan
Sipil adalah berdasarkan penetapan Fengadilan
MNegeri Uiung Pandang dan berpedoman pada putusan
Mahkamah Agung RI Momor 1400 K/Pdt/1%8&8 tertanggal
P20 Januari 19B4".

Adapun  putusan MA Nomor 1400 ESPDL/L784 tersebut

diatas wyang dijadikan sebagai acuan dasar olebh Kantor

e k ina orang-
Catatan Sipil dalam pelaksanaan perkawinan inﬁar q

1l diamati dasar wyan
orang yang berbeda agama, apabila i & g

dipergunakan adalah Undang-Undang Ferkawinan.

s tara itu KEPPRES Nomor 12 tahun 1983 menegaskan
&men

Catatan Sipil hanya berwewenang mencatat

bahwa Kantor
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¥

perkawinan gp _
e ﬂFﬁng ¥a8ng bukan beragama Islam. Namun

Majelis Ulama i
Indonesia (MUI) dan para ulama berpendapat

bablwa apa a .

Undarng Nomor -
1 Tahun 19v4 tentang perkawinam, itulah

pErkawing :
n Islam. Baijk lelaki maupun perempuan tidaek sah
maupun

NMEQarad. ¥
g Jagi mengenal keabsahan suaty perkawinan vang

ditentukan oleh MEEiHQHNEEng agama dan kEP#Fﬂivaannya

itu, tetap menimbulkan problem karena pihak penganut agama
yang satu mengat;kan agamanya wang benar; begitu pula
dipihak penganut a0ama yang lain mengatakan agamanva yang
paling benar. Akhirnya terlaksana atau tidak dissrahkan
sepenubnya kepada keyakinan dan keteguhan iman masing-
MASBLNG . |

Sebagai gambaran umum bahwa perkawinan antar penganut
agama wyang berbeda tidak hanya terjadi pada satu penganut
agama dengan penganut agama tertentu sajas, tetapi hampir

terdapat pada semuanya.

Berikut jumliah pibak vang beralih agama mengikuti

.égamg pasangannya, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

priafwanita priafwanita non [Jumlah|Frosentase
Tabun|Islam beralih ke]Islam beralih ke=|Kasus
agama non Islam |agama Islam

]

1950 1&
1991
1992
19935
1994
19932
1958
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Sumber dats -

f Kant :
or Catatan Sipil kotamadya Uiung Pandang

Tahun L
Dalam
Prak
teknya SEEROrang Yang beragama Islam yang
nendak melan
SUngkan  perkawinan dengan orang lain yang
bBukan beragama

keterangan g !

i Kantor O
Epartemen Agama , sehingga jalan satu-satunya

bagi merekga adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 pasal &0 ayat 3 gan Pasal 18 peraturan Menteri Agama
Nomor 371973 yang difadikan surat tolakan dari Departemsn
Agama sebagai dasar wuntuk mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Agama vyang mewilayahi tempat tinggalnvya.
Apabila ternyvata penolakan itu tidak beralasanm, maka

Pengadilan memberikan keputusan sebagai pengganti surat

keterangan tersebut.

B. Pelaksanaan Perkawinan #Antar Penganut Agama Yang
Berbeda oleh Kantor Eat;tan Sipil.

Fada Bab Il skripsi ini telah diuraikan tentang

tinjauan teoritis Gterhadap perkawinan waitu mulai dari

p#ngertiarn perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, baik

menurut Undang—-Undang MNomor 1 Tahun 1974 serta menurut

keisten ProtestanikKatholiks—Hindu dan

h

hukum agama Islam,

Budha.

Hal ini dikemukakan untuk memberikan LegTR it

perhandingan‘ dan gambaran umum tentang kaedah—kasdah

perkawinan menurut

terutama

Undang-Undang maupun Huokum ngama,LﬂLe-

= Ei ngdhﬁgan dari Making-masing

téﬁtang koDNEEps

e r pp—— N =
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Rringj
Phya semys 494ama menganut acas monogomi .

a0ama Islam dan Hindu dalam keadsan

tertenty X ;
Poligamg dlperkenankan. Fada agama Islam poligami

dibolehlkan
hanva Sampai 9 [empat) orang, dengan syarat

b
ila mampy berlaku adji) terhadap istri-istrinyat Eﬂda;ﬁklh

_I' .
pada agama Hindu, FEAUlis tidak menperaleh uaﬁa vang dapat

menun jukkan ddanya batasg maksimal untuk diperhptuhkannya

poligami. Begitupun halnva wanita vang masih tEFlkﬂt dalam

tali perkawinan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi

dengan laki=-]aki lain. 'j

Fada agama Krigsten Protestan, Katholik, Hindu dan
Budha mensyaratkan Peneqguhan dan pemberkatan oleh pejabat
#gama sebagai syarat sahnya perkawinan menurut FiLikim
agama .

Menurut bukum agama Islam perkawinan dapat dianggap
sah setelah diucapkan ijab oleh weli mempelai laki=]laki
dihadapan saksi-saksi dan pegawai pencatat nikak. Dimana
peranan pegawai pencatat nikah hanyalah sebagai uéngaua:
vang bertugas untuk mengawasi apakah pernikahan itu sudah

dilakukan secara benar sesual hukum agama.

Perkawinan antar penganut agama yang dblaksanakan

oleh Kantor Catatan Sipil sebelum berlakunya Undang=-Undang
e
Nomer 1 Tahur 1974 tetap dianggap sah karena Undang-Undang

Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
FrEa

valah suatu ikatan perdata saja.

menganggap perkawinan han
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Ferkawinan ca
Pat dilaksanakan tanpa membeda-bedakan ras,
asal-usul dan A0ama

akunya Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974,

pErkawinan g
ftar PENganut agama Yang berbeda menjadi

problema da
lam Masvarakat Sehab berdasarkan pasal 2 ayat

¥

Ferkawinan

adalah 3 : :
hukum masing =ah, apabila dilakukan menurut

TMasing agama dan kepercayaannya itu®.

remudian dalam Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Momor

1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

i -
Tidak ada perkawinan diluar hukum masing=masing

agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945%,

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda vang
dilaksanakan oleh Kantar Catatan Sipwl tidak pernah
dibatalkan, dalam arti bahwa perkawinan tersebut diakui
selama ada penetapan dari pengadilan. Karena apabila suatu
Kantor Catatan Eipii mennl?k untuk melaksanakan perkawinan
antar penganut agama yang berbeda ini, maka p55$ngan vang
akan melakukan perkawinan terssbut harus mengajukan

permohonan pada pengadilan. Setelah itu pihak pengadilan

memeriksa perkaranya, dengan beberapa fpertimbangan maka

pengadilan akan memberikan kEeterangan apakah menguatkan

pimak Kantor Catatan Sipil, atau memerintahkan

"l

penolakan

R tersebut segera dilaksanakan seperti dalam

S ELEaR Pengadilan Megeri WUiung Pandang yaitu Penetapan

Hakim Momor 127/PEN.FOT.P/L7?75/PN. Uj.Pdg tanggal 4 mMel

pemohon Eke Cabyono Sowiyk vyang beragama

1995 +terhadap
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Islam dengan [
ily 5 i [
¥ Sumiaty ¥ang beragama Kristen Khatolik.

Jad i ting
2kan  yang dilakukan oleh pihak Kantor

Catatan Sipy
=] dalam melaksanakan perkawinan antar penganut

afaima W ELm
9 berbedas adalah tepat. Karena dalam Undang-=

Undamn Mom
- 97 I Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan

Masiphral ;
al di Indonesis dimana tidak ada satu pasal pun yang

meanga ;
gatur tEntal'Iﬂ;I pErkawxn#n antar pEnganut agama Wang

berb 3 ;
s Dlehnya ity Sangat beralasan bila pelaksanaan

pErkawinannya tidak dikemukakan pada peraturan vang

mengaturnva, bila demikian bagaimana pelaksanaan Bukum
untuk mengambil patokan. Sebab dalam hal terjadinya
kekosongan hukum ini, maka pelakcana hukum harus melakukan
penafsiran hukum, yaitu dengan jalan mengembalikan  hkepada
sahnya suatu perkawinan.

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa Undang-
Undang MNomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas
mengenai masalah perkawinan antar penganut agama yang
berbeda. Oleh karena itu PP Mo. 51975 juga tidak diatur
mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut. Demikian pula
dalam prakteknya yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil
aplama ini tidak mempunyai peraturan khusus untuk ftu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Harnetie _ Mente,
Kepala Seksi Pelayanan Kantor Catatan Sipil Ujuﬁu Fandang

(wawancara tanggal 20 Agustus ATEDLe, MEDNENUERENG DTS
kg

" vi dan syarat-syarat serta prosedur yang
F?rhiT:::: untuk pelaksanaan perkawinan antar
d1p:a csama dengan formalitas dan syarat-syarat
agama

rosedur perkawinan biasa, yaitu perkawinan
i bukan beragama Islam, yang

aerta
bagi mereka yang




B7
dilak
Ukﬂn di l':lﬂntnl' Eatﬂtﬂn EJ.P.E'E"
Adapun i
OFrma
litas dan Eyarat-syvarat perkawinan
tersebut

sedangkan tata

sebagaimana diatyr

berikut =

L.

telan
Penulig Uraiakan pada bab terdahulu

Cara atay prosedur W dimaksud

dalam PP Ng, ?41975, adalah sebagai

Calon me
mpelai atay orang tuanya atau wakilnya sebelum

K 3
PErkawinan dilﬂngsungkan teriebih dahulu e

= =
Ethfltahuhﬂﬁ adith kehendak dari kedua mempelai
wrktuk melangsungkan Perkawinan kepada pergawal pencatat

ditempat perkawinan akan dilangsungkan. {pasal 3 dan 4

PP Mo. 9/1975)

Fegawai pencatat Yang mengrima pemberitabhuwan kehendak
melangsungkan perkawinan tersebhut selanjutnya meneliti
apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau
tidak - dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan
menurut Undang-Undang t?hﬁi] o dan & PP MNo. P/1975).
Setelah dipenuhi hal-hal tersebut dintag; pegawai
peEncatat menyelenggarakan PEm O LML T & - tentang
pemberitabhuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan
menempelkan #Surat pengumuman pada suatu  tempat wvang

sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (pasal B8

dan penjelasan pasal ¥ FF No. ®L1973). 7

il

Perkawinan dilangsungkan setelah harihﬁesepuluh sejak

PEMNgQUMLIMar dikeluarkan {pasal 10 PP No.%/1%75). Hal ini

bheri kesempatan kepada pihak ketiga un tuk
mem

reberatan-keberatan terhadap pelaksanaan

mengajukan

= e

i
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PErkawinan ta
FRSbUt. (pemjelasan pasal 8 FP No. 9/1975)

3. Dengan memperhatikan tasg fara dan ketentuan perkawinan |
im
BRUrut hukum MASing-masing agama dan kepercayasn kedua -
mempelai, Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawail i
pencatat dan dihadiri olen dua orang saksi. (pasal 10
avat 3 PP Ng. /1975 o |
(-8 |

Bagi vang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ,
maka dilangsungkan dengan akad nikah yang dilakukan dan i
ditandatamgani eleh wali nikakh atau yvang mewakilinya
didepan pegawai pencatat nikah. Penandatanganan akad |
nikah dilakukan setelah akad rikah dilangsungkan.
Menurut analisis penulis bahwa sebenarnva
melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda
berarti mereka saling memurtadkan ajaran agama satu sama
lain. Disamping itu pula bila ditimjau dari segi
EnEinfngiE maupun physikologis, perkawinan antar penganut
agama wang berbeda inilkurang menjamin tercapalisterwuijud-
nva keluarga wang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan
perkawinan yang dirumuskan dalam Undang—-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, juga adanya kesulitamn umntuk

sembifaan anak—-anak yang lahir dari suatu perkawinan,

dimana antara ayah dan dibunya menganut agama dan
kepercayaan yang berbeda.
Dari uraian tersebut diatas penul is dapat i

menyimpulkan bahwa perkawinan antar penganut agama yang

berbeda yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil  tetap

al 2 ayat 1 Undang-Undang MNomor 1 4

menurut pas

tidak s=ah
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Tahun 1974
' dPapyn alasannys Kalau

_ masing-—masin agama
Rapﬂr:ay;annya ; ;

dan

m
®larang PErkawinan tersebut, maka

perkawinan iy, £ -
®tap tigak Bah. Hadirnyva putuszan Mahkamah

Momoe 1800,
K/P/1988 gan Surat Menteri Dalam MNegeri

X7 /253
</PUOD tanggal 25 Juli 1990 yang
jalan keluar dari

memberikan

" :
P2laksaraan perkawinan antar penganut

agama a
¥ang berbeda, SBcara wuridis kehadiran kedua

peraturan 1
tidak dapat menghapus ketentuan pasal 2 ayat 1

Undang=Und
9=Undang Nomor 1 Tahun 1979 berdasarkan asas Lex

superior Derogat Legi Imperior.

Tetapi secars administratif Kantor Catatan Sipil
tetap melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan
perintah dari atasan dalam instansi/lembagarnya, sebahb
kalau hal ini tidak diindahkan maka pikak Cataten Sipil
dapat memperoleh sanksi administratif dari atasannya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis ({tanggal 14
Agustus 1994&) dengan A. ﬁumpanq Mega, Hakim Pengadilan
Megeri Kotamadya Uiung Fandang mengatakan bahwa :

" pEI’"kIHiﬁEI’! antar p'n":l".h“tl agama wang berbeda Warng
dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tersebut

adalah tidak sah"

Hal ini berlaku mutlak sesuail ketentuan Undang—Undang

disamping itu dasar pemikirannya, karena dalam suatu

perkawinan suami adalah kepala keluarga vyang diharapkan

agar keimanannya bisa mewarnai kehidupan dalam Rumah

Tangga. Demikian pula halnya periawinan aria lslam dengan

wanita ahli kitab dimana pads waat sekarang inl wanits

tidak murni lagi. Telah banyak

ahli kitab dianggap
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dipengarumi ol
ol PEraturan bary seperti kitab Injil
pErjianiian (=]
arh bagi agamna Masrani yang banyak

perubahannyg : .
¥ dari kitab-kitah sebe lumnya. Terkadang

keteguhan iman

luga akan luluh jika kpdia” Insan Faeiah

dimabuk o} .
eh api |aSmara. Hiasanya dengan alasan saling

cinta—-me
nCintayi telah mEmpunyal anak diluar nikah, dalih

yang mereka jadikan alasan sehingga sulit dielakkan oleh

pihak Kantor Catatan Sipil untuk tidak belakuarakan

perkawinan antar PENganut agama yvang berbeda.

E- Status ﬂﬁi# Yang Lahir dari Ferkawinan Antar Penganut

Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Islam.

Sebagaimans talagﬂ penulis kemukakan diatas bahwa
Suatu perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ajaran
Sgama dan kepercayasanya masing-masing pihak, mak a
perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian hubungan
suami istri pun tidak sah sehingga mengakibatkan anak yang
lahir dari perkawinan tersebut juge tidak sah; sebab

sebagai konsekwensi logis dari suatu Hfrkawlnan adalah

lahirnya anak.

Oleh karena itu dalam banyak hal yang 1terjadi dalam

perkawinan maka yang paling banyak merasakan akibatnya

dalah anak yang lahir dari perkawinan itu, baik keabsahan
adalah = _

kawinan, pembatalan perkawinan dan yvang sering terjadi
PErkaw '

daliah rcgraian yang kesemuanya akan membawma pengaruhb
el & e

da kedudukan
mental anak terutama pa
pada perkembangan

hukumnya dalam keluargs.

e ———
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Pada pasal

13 a
vyat (1) Undang—Uhdanq Momor 1 Tahun

H

" Anak
¥ang dij :
ME@MPLNys | ahirkan diluar pErkawinan hanya

Rk
keluarga ihun?a”:qan Perdata dengan ibunya dan

Demikian pula

dalam asal
pasa &4 Undang—uﬁﬁang Momor | Tahwunm 19748 dikatakan

bahwa :

in E .
EOrang suami dapat menyangkal sahnya anak yang

ﬁ;;ghizfan oleh  istrinya bilamana ia dapat
s L 1%3” bahwa istrinya telah berzina dan anak
1ty askibat dari perzinahan tersebut”

Artinya meskipun seorang anak lahir dari perkawinan
yang sah Letapi diingkari oleh suami, maks suami tersebutb
harus membuktikan bahwa anak yang dilahirkan adalah akibat
dari perzinahan dengan laki=laki lain. Dengan demikian
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga
ibunya. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah, warisan dan
peﬁeliharaan serta pendidikan dibebankan kEpada ibunva.
Bapaknya hanya secara biologis ada hubungannya, tetapi

tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut.
Apabila keabsahan perkawinan bagi pasangan yang

A agidahnya masih diragukan maka timbullah

permasalahan hukum yang berkepanjangan seperti halnya

statns anak YANE lahir dari perkawinan tersebut, bahkan

sampai pada masalah kewarisan kelak jika salah satu pihak

meninggal dunia. Bagaimana dengan pembagian harta bersama

idapat selama perkawinan, hukam

mereks =tan harta yang d

b —
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mana yang akan
berlaky atas harta tersebut dimana
ketentuan y

Pasal 37
, und'“ﬂ_unﬂﬂnu Momor 1| Tahum 1974 itu
mENUATUk  hukum

masji o, . ;
N@-masing pihak. Menurut penjelasan

pasal X7

itu bah ’
Wa vang dimaksud dengan hukum masing-

masin i
g pihak -ﬁ‘dﬂ-lﬂh Mikum agama dan i ke wam Edqt

Seba .
Qaimana dltEhanhan dalam pasal 45 (1) Undang-

Undamg Momor 1 Tahunr 1974 bahwa :

Kedua

or . ’
mereka aN@tua wajib memelihara dan mendidik anak

dengan sebaik-baiknya”.

K e :
Bwajiban mendidik anak bagi kedua orangtua di sini

meliputi pendidikan agama bagi ansk=anak mnereka. Olsh
karena masing-masing orangtua ingin mendidik anak-anaknwva
sesuai dengan agamanya, sehingga sering terjadi jika bapak
beribadah menurut agamanya ia akan mengikutkan pula
anaknya . Begitu pula sebaliknya, bila ibunya beribadat
dengan agama yang berbeda dengan agama wang dianut suami
maka ia akan mengikutkan Fula anaknya.

Jika hal ini terus tEFjadi, anakrnya menjaﬁi bimbang
terhadap kebenaran agama kedua orangtuanya. Akhirnya tidak
ada satu agamapun yang diikuti oleh anak tersebut. Bisa

e karena keinginan yasg besar dari kedua arangtueanya

untuk menarik perhatian anak=amaknya untuk mengikuti

' akibatkan percekcokan dalam
agamanya sehingga sering meng ;

rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, se®hingga

perkawinan itu harus diputuskan dengan perceraian.
Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat

dua hal pokok yang saling terkait dan

menangkap adanya

e
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yang esemakin

Permasalahannya waltu dari

satu sisj dapat

Gilimat babhwa mereka vang melakukar

perkawinan an
antar Penganut @3ama yang berbeda dan juga pada

sebagian ® he _

pandangan =
ﬂ mEFEka bullaf'l ]"‘;l ".'-!E'b‘agai hEntEng l’.lang teguh.

dan i 1 .
®wisi I-EJ..H kita melthat bahwa terjadi heherap#

kesalahpahaman dalam Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 1
Tahun 1974  maks akibatnya adalah terjadinya perkawinan
¥ang dilaksanakan oleh pihak Kantar Catatan Sipil.
Melihat beberapa penjelasan diatas, ternyata bahwa
Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga vyang mencatat
pErkawinan sangat berperan dalam pelaksanaan perkawipan
antar penganut agama yang berbeda. Jika hal tersebut
terjadi dapatlah dilihat bagaimana status anak vang lahir
dari perkawinan tersebut. Karena jika pihak Kantor Catatan

Sipil tidak mencatatkan perkawinan tersebut, maka status

vang lahir dari perkawinanm itu adalah anak tidak

anak

berbapak atau anak haram / anak luar kawin dari bapaknya.
Akibatnyva anak tersebut tidak dapat mewaris dari bapaknya.

Dalam hukum Islam tidak ada saling mewaris antara

sl istri yang berbeda agidahnya. Demikian pdla halnya
jika anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanyva dapat

mewarisdari Ibunya yang seagama.
i dikatakan cleh 5.8 Hakim ({1%9&48:20)
Sgbagaimana yang
' tuk menjadi ahli waris
i giperbolehkan un
bahwa wyang tidak :
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adalah :

1.%an
9 membunyp EiﬂEﬁinggaJ War i
is,
Z2.Y¥ang murtad
iy
» artinyg ¥ang meninggalkan agamanya Islam
I.¥ang be i |
Fagama lajip dari Sipeninggal waris

MeEngenai

hak —
mE‘W#FiE ir g ﬂal‘m 5-'|."a|"i.ﬂ.t ; IE-].*I'H tidah

dibenarkan
SBOrang amak sebagai apli waris menolak unrtuk

beragams

Bagi um
g at Islam hukum Waris itu merupakam svari‘at

Islam, :
slam. Sebab harta warjsan itu adalah aktifa dan passita,

t i g
a2 terkecusli t&hggunq._-ra”ab ahli Waris atas harta

warisan berdasar iman, wajib menerima secara bulat karena
hal ini menyangkut masalah hukum yang jelas aturannya Sagi
vang beragama Islam berdasar syari‘at (hukum) Islam, bukan
hukum diluar svari’at Islam.

Sedangkan bagi vang bukan beragama lalam adalah
menurut ketentuan yang paling baik baginya sepgerti vang
diatur dalam pasal 1045 BW wang berbunvyi:

“ Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan
wang jatuh padanya® . .

Dari bunyi pasal diatas, Bismar Siregar (1992:128)

merngatakan bahwa :

1045 KiUHPerdata barat dikenal

¥ Menurdt pasal A

kelompok ahli waris gntuk
1. Menerima hak waris

. Menolak hak waris
§ Berpikir colama empat bulan  wntuk menentukan

ixap  apakah mENErima warisan secara murni,secara
Si

fipansial atau menalak”

diatas, jelaslah bahwa suami istri wyang

Dari wraian




______--------.---'--------.--___

T3

mewaris., Demikian

Dleh sebab itu status anak

PErkawinan antar HENganut agama yang
berbeda uilahaannkan

91 Kantor Catatan Sipil bila ditinjau

dari hukum .
Islam adalah tidak sap dimana anak te@rsebut

bertanggungjawab
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BAR v
PENUTOBEP
Fada alkhg i
iF  penulisan Skripsi ini penulis akan

menyimpulkan
berdasarkan hagil analisis penelitian. Fitya

sekal igus
a ﬁ"lE.‘I'ﬂbEI"ik-Eln hﬂh‘E‘l"apﬂ SAaran ':l"lﬂ-l-lq hEFhuhuJﬁg.H
dengan F
= masalah perkawinan antar penganut agama P
berbeda .
A. Kesimpulan.
1. Pelakcanaan perkawinan antar penganut agama yang

berbeda di  Kotamadya Ujung Pandang masih sering
terjadi berdasarkan data vang diperoleh melalui telaah
kepustakaan dan juga melalui wawancara secara langsung
dengan pelaksana perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Mamun sedikit mengalami penurunan dibanding tahun-=tahun

sebelumnya. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Momor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut
tetap dilaksanakan. Pelaksanaannys diatur herdqﬁarhan
Penetapan FengaJilan Meger i L jiung Fandang dan
pada putusan Mahkamah Agung RI MNomor 1400

berpedoman

tertanggal 20 Januari 1984 . Bagaimanapun

5

K/PdE/ 17846

peErkawinan ity tetap tidak sab.

antar penganut agama yang berbeda yang

2. Perkawinan

Hi1ak nakan pada kantor Catatan Sipil Bila ditimiau
liaKksa

i pukum Islam adalah tidak sah karena tidak memenuhi
darli hyd

berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-

rukun nikah. Juga

perkawinan tersebut tetap

1 Tahun 1974,

Undang RNomor
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7T
tidak Eah
Hﬂdi
ey OYa putusan Makk amah Agung Nomor 1400
F8s d
i
T Surat menter; Dalam MNegeri  Nomor
477/2535/Punp

tan i
93al 25 Juli  j999 yang memberikan

jalan keluar
o

agama wan
9 berbeda SBCara yuridis kehadiran kedua

nératuFan <
tersebut tidak dapat menghapus ketentuan

asal 2
P avﬂt 1 Undanq—Unﬂang Nnmhr 1 Tahum 1974,

Status B ke
ukum si apgk vyang lahir dari perkawinan antar

penganut agama ¥Yang berbeda menurut hukum Islam adalah

ti
ildak wah  karena dalam hukum Ielam tidak ada saling

mewaris antarg suami isteri yang berbeda akidahnya.

Demikian pula antara orangtua dan anak.

Saran

Ferlu adanya ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan
perkawinan antar penganut agama wvyang berbeda agar
dimasa wang akan nataég tidak terjadi mawsalah wang
timbul dari akibat perkawinan tersebut. Kemudian agar

kepastian hukum dapat terjamin bagi mereka wyang akan

melangsungkan perkawinan dan untuk menghindari dampak

negatif dari perkawinan antar penganut agama yang

berbeda antara lain status perkawinan, status anak,

"
nasalah hak mewaris, pendidikan =i anak dan berbagai

spal lain.

B i huﬂgl karena perkahiﬂan antar penganut agama WArg
2r L

berbeda tidak terdapat larangan secara mutlak bagd
eroe

maka untuk mengantisipasi masalah yang

agama tertentu,

—_
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mungkin timb
ul i
baik CORRe Yang akan datang dengan sebaik-
nya, makg
Ealah gapy alternatif yang dapat ditempuh
adal ah

dengan iman
dalam memilip Pasangan

Sebagai bahan

kemukakan

karena

an
Yang kuat BESEOrang tidak akan gegabah

Fenungan makzg ada baiknya penul is
K |
{Kompas, 18 Januari 1992:4) MRS E AR Er Bathed = ek ;

menikah

diingat sebagai bangsa dan

kKecuali berhak asasi, ia dituntut berkewaijiban asani,

menghayati,

Agama adalah kebenaran mutlak karena datang dari @&llah

SWT, baik

tidak ada wang beda.

Dalam mengisi kekoscngan bhukum hendaknya perlu gkaltra

hati-hati,
terkadang

menyangkut

bagi setiap orang-

Mengingat

hal mencatat

beragama Islam,

pencatat

nulanjutﬂfﬂ

kawin dari

mErupakan hak asasi setiap orang, namun patut

Warga negara Indonesia
memahami dan mengamalkan ajaran agama.

vang beragama Kristen, Hindu, Budha, Islam,

karena hkeinginan normatif wang ideal
sulit diwujudkan dalam kenyataan, apalagi

tentang agama adalah hal yang paling asasi

kewenangan Kantor Catatan Eipil hanya dalam
perkawinan bagi mereska wang bk an
maka penulis mengharapkan agdr pegawai
wntuk wak tu

pada Kantor Catatan Sipil

menolak dengan tegas BRELRp PRemohoned

areka yang aleh agamanya dilarang menikah.
m
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s
Instensi/Peker jaan ¢ Mah.Fak,Hulkum UNHAS U,Pandang
Alamat t Jl.Kejayaan Utara I Blk.L No.30
i BTP,U,Pandang
Judul : PEREAWINAN ANTAR PENGANUT AGAMA YANG

EERBEDA DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK=-
MENURUT HUEUM ISLAM
bshwa benar nema tersebut diatas telsh melaksanakan penalitian -
pada Kantor Catatsn Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
pada tanggel 30 Juli 1996 a/d 22 Aguatus 1996,sesuel surat Lepala -
HKantor Sosiml Folitik Kotamadya Daerah Tingkat Il Ujung Pandang =
sanggal 30U Juii 1996 No.070/907-I/KSF.96

Demikian suret keterangan ini diberikan untuk dipergunekan sebagal .
mena mestinya.
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